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MOTTO 

 

ا اوَْفوُاْ باِلعْقُوُدِِْۗ ْٰٓ هاَ ال َّذيِنَْ امٰنَوُ ايَ ُّ   يٰٰٓ

 

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu... " .  

Q.S Al-Maidah [5]:1 
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ABSTRAK 

 

Akad Qarḍ bi Syarṭi ar-Rahn merupakan penggabungan antara akad utang-

piutang (qardh) dengan gadai (rahn) yang digunakan oleh lembaga 

keuangan syariah. Namun dalam praktiknya, akad ini sering menimbulkan 

permasalahan, khususnya ketika nasabah mengalami wanprestasi atau 

gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Penelitian ini berfokus pada 

analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi 

pada akad Qarḍ bi Syarṭi ar-Rahn, serta meninjau kesesuaiannya dengan 

prinsip hukum Islam. Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Agama 

Jepara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode 

studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara langsung 

dengan hakim yang menangani perkara, serta kajian terhadap regulasi 

hukum Islam seperti Fatwa DSN-MUI dan Kitab Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat terbukti 

melakukan wanprestasi karena tidak mampu melunasi utang sesuai 

perjanjian. Hakim memutuskan untuk memberikan hak kepada penggugat 

dalam mengeksekusi jaminan berupa Sertifikat Hak Milik melalui 

mekanisme lelang umum. 

Putusan ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Namun, 

dari sisi hukum Islam, masih terdapat ruang evaluasi, terutama terkait 

keberlanjutan bisyaroh yang dibebankan kepada nasabah serta status fatwa 

yang belum bersifat mengikat secara hukum. Oleh karena itu, sinergi 

antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah menjadi hal yang penting 

dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara adil dan 

komprehensif. 

Keyword: Wanprestasi, Qarḍ bi Syarṭi ar-Rahn, Putusan Hakim, 

Hukum Ekonomi Syariah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga Keuangan Syariah terus mengalami kemajuan 

yang signifikan, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang 

ini mengatur aktivitas perbankan syariah secara lebih rinci, 

sehingga memberikan dampak positif yang besar terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan berbasis 

syariah, baik dalam bentuk bank maupun non-bank.1 

Lembaga keuangan berperan penting bagi para pengusaha 

sebagai sumber tambahan modal melalui sistem kredit, sekaligus 

menjadi sarana investasi melalui aktivitas menabung. Lembaga ini 

memiliki kontribusi besar dalam mendistribusikan sumber daya 

ekonomi di tengah masyarakat, meskipun belum sepenuhnya 

mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat secara 

luas.2 

                                                      
1  “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 

2984/Pdt.G/2017/PA.SMG),” Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, hlm. 1–23. 
2Soemitra, A. (2017). Bank & lembaga keuangan syariah. Prenada 

Media. 
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Lembaga yang dibentuk untuk mendorong dan 

mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, seperti lembaga 

keuangan syariah, wajib berlandaskan syariat Islam. Prinsip-

prinsip tersebut meliputi: 

1) Larangan riba dalam berbagai jenis transaksi. 

2) Melakukan aktivitas usaha dan perdagangan berdasarkan 

keuntungan yang diperoleh secara halal. 

3) Menunaikan kewajiban zakat. 

Selama praktik perbankan syariah tidak bertentangan 

dengan syariat Islam, bank syariah dapat menggunakan sistem dan 

prosedur perbankan yang ada. Namun, jika terdapat konflik dengan 

prinsip syariah, bank syariah akan menyusun dan menerapkan 

prosedur tersendiri agar operasional mereka tetap sesuai dengan 

syariat Islam. 

Dalam sistem keuangan Islam, lembaga keuangan syariah 

juga memiliki peran yang hampir sama dengan bank, meskipun 

terdapat perbedaan dalam sistem dan mekanisme kerjanya. Salah 

satu perbedaan mendasar adalah penghapusan bunga dan 

penerapan sistem bagi hasil. Dengan pendekatan ini, sistem bebas 

bunga lebih mudah diterapkan secara menyeluruh. Untuk 

menjangkau kebutuhan masyarakat yang belum dapat diakomodasi 

oleh perbankan syariah, berbagai lembaga keuangan non-bank 

berbasis syariah telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Islam, 

yaitu : 

1) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 
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2) Asuransi Syariah (Takafful) 

3) Pasar Modal Syariah 

4) Pegadaian Syariah 

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah dapat 

dilakukan melalui jalur litigasi (peradilan) maupun non-litigasi (di 

luar peradilan). Penyelesaian secara non-litigasi mencakup 

berbagai metode, seperti musyawarah mufakat, alternatif 

penyelesaian sengketa, atau melalui Badan Arbitrase Syariah 

Nasional (BASYARNAS).3 

Di sisi lain, penyelesaian melalui jalur litigasi menjadi 

tanggung jawab Pengadilan Agama. Berdasarkan Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2006, yang merupakan revisi dari Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan 

Pengadilan Agama diperluas untuk mencakup sengketa-sengketa 

yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Undang-undang 

tersebut menetapkan bahwa Pengadilan Agama berwenang 

menangani perkara tingkat pertama terkait wakaf, zakat, hibah, 

waris, wasiat, infaq, sedekah, perkawinan, dan ekonomi syariah, 

yang melibatkan individu-individu beragama Islam.4 

                                                      
3 Fathul Bari, ‘Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi 

Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 

743/Pdt.G/2020/PA.Btl Tentang Ganti Rugi Dan Wanprestasi Akad 

Istisna’)’, 2021. 
4 ‘Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tantang Peradilan 

Agama’, 13.Ii (2006), pp. 166–73. 

 



4 

 

 

Pada praktik lembaga keuangan non bank, dikenal berbagai 

akad yang digunakan untuk mengikatkan dirinya dengan nasabah 

dan atau pihak ketiga, begitu pula sebaliknya. salah satu akad 

tersebut adalah Qarḍ bi syarṭi ar-rahn. Akad adalah perjanjian 

tertulis yang memuat ijab (penawaan) dan qabul (penerimaan). 

Akad Qarḍ bi syarṭi ar-rahn merupakan penggabungan akad Qarḍ 

(utang-piutang) dengan akad rahn (gadai) yang digunakan dalam 

lembaga keuangan syariah.  

Qarḍ bi syarṭi ar-rahn bisa juga disebut dengan pembiayaan 

multijasa. Multijasa secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni multi 

yang berarti banyak, dan jasa yang berarti suatu perbuatan yang 

bermanfaat.5 Secara istilah Multijasa adalah beberapa perbuatan 

yang memiliki manfaat untuk orang lain.  

Dalam ḥadīṡ Nabi Muhammad Saw. secara tegas melarang 

penggabungan akad yang berpotensi menimbulkan riba atau 

ketidakadilan. Karna banyaknya masalah mengenai riba, maka 

pelaku usaha jasa keuangan syariah mengubah system transaksi 

yang menghindari riba dengan meluncurkan produk akad syariah.6 

Dalam Islam, prinsip utama dalam transaksi keuangan adalah 

                                                      
5 Hardiati, N., Prasetyo, Y., & Abdurrahman, N. H. (2021). 

Penerapan Hybrid Contract sebagai Inovasi pada Produk Pembiayaan 

Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah. Transekonomika: Akuntansi, 

Bisnis Dan Keuangan, 1(6), 567-577.  
6 Azka Bahrul L, ‘Minat Pelanggan Terhadap Implementasi 

Produk Pembiayaan Qard Bisyarti Rahni Di Bmt Usa Cabang Nalumsari 

Jepara’, Skripsi, 2021, pp. i–56. 
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keadilan dan menghindari praktik riba. Salah satu bentuk transaksi 

yang mendapat perhatian khusus dalam fikih muamalah adalah 

larangan penggabungan akad pinjaman (qardh) dengan akad jual 

beli. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis Rasulullah Saw.  

 

 

  

 Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, 

beliau mengatakan bahwa Rasulullah (shallallahu ‘alaihi wa 

sallam) bersabda, “Tidak halal pinjaman digabungkan dengan 

penjualan, dua syarat dalam jual-beli, keuntungan yang belum 

dapat dijamin, serta penjualan sesuatu yang bukan milikmu.” 

[Riwayat Lima Imam Hadis Abu Dawud, at-Tirmidzi, al-Nasai, Ibn 

Majah dan Ahmad), serta disahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibn 

Khuzaimah dan al-Hakim. Dikeluarkan juga oleh al-Hakim dalam 

‘Ulum al-Hadits, dari riwayat Abu Hanifah, dari ‘Amr, dengan 

redaksi: Beliau melarang jual-beli dengan syarat. At-Thabrani 

juga meriwayatkan dari jalur ini dalam al-Ausath dan ia termasuk 

hadis gharib.]. 
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Larangan ini bertujuan untuk mencegah masuknya unsur 

riba secara terselubung dalam transaksi. Dalam akad Qardh bi 

Syarti Rahni, larangan ini menjadi relevan karena adanya 

penggabungan antara akad qardh (pinjaman) dengan akad rahn 

(gadai), yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah 

satu pihak. Adapun perintah yang melarang kaum muslim untuk 

mengambil bunga yang berlipat (riba): 

كمُْ تفُْلحُِوْ   ات َّقوُا الل هَٰ لعَلَ  َّ ًًۖ و َّ ضٰعفَةَ ا اضَْعاَفاً م ُّ هاَ ال َّذيِنَْ امٰنَوُاْ لاَ تأَْكلُوُا الر ِبوٰٰٓ ايَ ُّ  ۝١ نََۚيٰٰٓ

 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu 

kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Ali 

Imran [3] :130) 

 

Sebagai salah satu pruduk keuangan syariah, pembiayaan 

dengan skema Qarḍ bi syarṭi ar-rahn tidak lepas dari berbagai 

masalah yang menyertainya. Salah  satu  kasus  yang  terjadi  adalah  

cedera janji/ingkar  janji  yang  dalam  bahasa hukum  biasa  dikenal 

dengan wanprestasi.7 Terjadi  pada  salah  satu  sengketa  ekonomi 

syariah yang   diputus   oleh   pengadilan   agama   Jepara   dengan   

nomor perkara 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr.  Gugatan  diajukan  oleh 

                                                      
7 Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, and Maya Melia, ‘Analisis 

Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad 

Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan 

Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME Dan Putusan Nomor 

2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)’, Asas, 13.2 (2022), pp. 66–79, 

doi:10.24042/asas.v13i2.11280. 
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penggugat kepada  ketua  pengadilan agama yang berwenang, yang 

memuat tuntutan hak yang ada di dalamnya mengandung sengketa 

dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan 

pembuktian kebenaran suatu  hak  tertentu  dari  pihak  tertentu.8 

Pada pokok perkara wanprestasi (cedera janji) yang 

dilakukan oleh Tergugat I, yang dalam putusan tidak disebutkan 

identitasnya, melibatkan persetujuan pihak Tergugat II sebagai 

pasangan atau pihak yang turut memberikan jaminan (yang juga 

tidak disebutkan identitasnya), melawan Penggugat, yaitu 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT 

Ummat Sejahtera Abadi (USA).9 

Dalam perjanjian akad pembiayaan Qordh bi Syarti Rahni, 

Tergugat menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat dengan 

nilai pokok pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta 

rupiah) dengan pembiyaayaan bisyaroh sebesar 750.000 (tujuh 

ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Sebagai bagian dari 

perjanjian tersebut, Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik 

(SHM) sebagai barang jaminan untuk menjamin pelunasan 

utangnya. Perjanjian ini memiliki tujuan yang sah, dan akad 

dilakukan pada 12 Juli 2023 dengan jangka waktu 4 bulan dan telah 

disepakati oleh kedua belah pihak.  

                                                      
8 Zulkarnaen and Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan 

Agama Di Indonesia: Lengkap Dengan Sejarah Dan Kontribusi Sistem 

Hukum Terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama Di 

Indonesia (Pustaka Setia, 2017). 

 
9 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr 
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Namun, dalam perjalanan waktu, Tergugat gagal memenuhi 

kewajibannya untuk melunasi utang sesuai dengan perjanjian. Hal 

ini terjadi karena Tergugat tidak mampu membayar angsuran yang 

telah ditetapkan. Akibat wanprestasi ini, Penggugat mengirimkan 

beberapa kali surat peringatan kepada Tergugat, dimulai dari Juni 

2024 hingga gugatan diajukan pada 23 Juli 2024. Hingga saat 

gugatan diajukan, Tergugat tetap tidak melaksanakan 

kewajibannya. 

Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Agama Jepara dengan tuntutan agar barang jaminan berupa 

Sertifikat Hak Milik. (SHM) dapat dieksekusi melalui mekanisme 

lelang umum sesuai ketentuan hukum positif. Dalam gugatan 

tersebut, Penggugat berargumen bahwa eksekusi barang jaminan 

merupakan haknya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.  

Pada putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama 

Jepara pada 25 Juli 2024, hakim menyatakan bahwa Tergugat telah 

melakukan wanprestasi, dan memberikan hak kepada Penggugat 

untuk mengeksekusi barang jaminan tersebut melalui pelelangan 

umum. 

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis 

tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai putusan hakim dalam 

sengketa ekonomi syariah nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. 

ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan dalam skripsi yang 
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berjudul “Analisis Wanprestasi Dalam Akad Qarḍh bi syarṭi rahni 

(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 10/Pdt.G.S/2024/Pa.Jepr).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah dalam riset ini adalah: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

Wanprestasi Akad Qarḍ bi syarṭi ar-rahn Pada Putusan Nomor 

10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. 

2. Bagaimana Hukum Islam terkait Wanprestasi dalam Akad Qarḍ 

bi syarṭi ar-rahn Pada Putusan Nomor 

10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara Wanprestasi Akad Qarḍ bi syarṭi ar-rahn 

Pada Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. 

2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terkait 

Wanprestasi dalam Akad Qarḍ bi syarṭi ar-rahn Pada 

Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis mengenai 

teori-teori hukum Islam yang telah dipelajari selama 

perkuliahan, khususnya terkait wanprestasi, akad Qarḍ bi 

syarṭi ar-rahn dan prinsip-prinsip hukum syariah yang 

relevan. Melalui proses penelitian ini, diharapkan 

wawasan penulis tentang Wanprestasi dalam putusan 

hakim dapat bertambah, sehingga dapat memperkaya 

keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah.  

2. Secara Praktis 

1) Bagi Program Studi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

tambahan yang relevan bagi program studi Hukum 

Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini juga dapat 

digunakan oleh mahasiswa dan akademisi lainnya 

sebagai acuan dalam mempelajari dan memahami 

permasalahan hukum terkait Wanprestasi dalam akad 

Qarḍ bi syarṭi ar-rahn. 

2) Bagi Perpustakaan 
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  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

koleksi perpustakaan kampus, sehingga dapat menjadi 

bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa, dosen, 

serta pihak lain yang membutuhkan informasi 

mengenai permasalahan penetapan Wanprestasi dalam 

akad Qarḍ bi syarṭi ar-rahn. 

3) Bagi Pembaca 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi berupa informasi yang bermanfaat bagi 

pembaca, baik untuk memahami permasalahan serupa 

maupun sebagai landasan bagi penelitian lebih lanjut 

di bidang hukum ekonomi syariah. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi 

yang konstruktif bagi pihak-pihak yang berhadapan 

dengan isu Wanprestasi dalam konteks peradilan 

agama. 

 

E. Telaah Pustaka 

Penulis melakukan telaah pustaka dan terdapat beberapa 

penelitian seperti yang penulis angkat namun dengan penekanan 

yang berbedda-beda, sebagai berikut : 

1. “Analisis Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi 

Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 

743/Pdt.G/2020/PA.Btl Tentang Ganti Rugi dan 
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Wanprestasi Akad Istisna').10 Focus penelitian ini adalah 

pertimbangan hakim dalam memetus perkara ekonomi 

syariah tentang ganti rugi dan wanprestasi jual beli akad 

Istiṣna’ . sedangkan penelitian saya focus pada analisis 

hakim dalam pemutusan kasus wanprestasi dalam akad 

qardh bi syarti rahni. 

2. “Analisis Bagi Hasil dari Pembiayaan Qardh bi Syarti 

Rahni pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.”yang 

ditulis oleh Zaini Fitriana, Mahasiswa Program Studi D3 

Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang pada tahun 2017.11 Penelitian ini 

menganalisis sistem bagi hasil dalam pembiayaan qardh bi 

syarthi rahni di BMT, menyoroti aspek operasional dan 

keadilan dalam distribusi hasil. Sedangkan penelitian saya 

focus mengkaji Wanprestasi dalam putusan hakim, serta 

analisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam 

(Fatwa DSN-MUI, KHES).  

3. "Implementasi Multi Akad Qardh dan Ijarah pada Produk 

Gadai Emas/Rahn di tinjau dari prespektif Al-Maqasid 

                                                      
10Bari, ‘Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi 

Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 

743/Pdt.G/2020/PA.Btl Tentang Ganti Rugi Dan Wanprestasi Akad 

Istisna’)’. 
11Zaini Fitriana, ‘Analisis Bagi Hasil Dari Pembiayaan Qardh Bi 

Syahtir Rahni Pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara’, 2017  
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Asy-Syariah Imam Asy-Syatibi Pada BPRS PNM Patuh 

Beramal Mataram" yang ditulis oleh Rifka Maulani Jodi, 

Mahasiwa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri 

Mataram tahun 2023.12 Penelitian ini mengkaji penerapan 

multi akad (qardh dan ijarah) dalam pembiayaan gadai 

emas dan meninjau implementasinya dari prespektif Al-

Maqasid Asy-Syariah Imam Asy-Syatibi. Sedangkan 

penelitian saya membahas mengenai keputusan hakim 

terkait Wanprestasi dan mengkritisi kelemahannya 

berdasarkan hukum syariah. 

4. “Analisis Eksekusi Barang Jaminan Gadai Sebagai Akibat 

Wanprestasi Pada BPRS Lantabur Tebuireng” yang ditulis 

oleh Dian Puji Rahayu dan Dzikrulloh, Mahasiswa 

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian ini 

membahas proses ekseskusi barang jaminan dalam kasus 

wanprestasi pada akad gadai (rahn) di lembaga keuangan 

syariah. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam akad 

rahn, barang jaminan dapat dieksekusi jika telah 

                                                      
12R Maulani Jodi, ‘Implementasi Multi Akad Qardh Dan Ijarah 

Pada Produk Gadai Emas/Rahn Ditinjau Dari Prespektif Al-MaqaId Asy-

Syarf’ah Imam Asy-Syatibi Pada BPRS PNM Patuh”, Skripsi S1, 

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023  
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melampaui tanggal jatuh tempo yakni maksimal 4 bulan.13 

Penelitian iini juga menyoroti pentingnya koordinasi 

antara kreditur dan debitur dalam menyelesaikan 

wanprestasi untuk menghindari konflik yang lebih besar. 

Sedangkan penelitian saya focus pada bahasan mengenai 

wanprestasi dalam akad qardh yang melibatkan rahn 

sebagai syarat tambahan. Selain itu penelitian saya 

mengkaji aspek hukum dan putusan pengadilan Nomor 

10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr), yang tidak dibahas dalam 

penelitian Dian Puji Rahayu dan Dzikrulloh. 

5. "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

dalam 

Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi 

Akad Al Qardh dan Akad Ijarah (Studi Kasus Putusan 

Perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby)" Penelitian 

yang ditulis oleh Prastyawati, Ummi Nurjannah, dan 

Abdul Wahab, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surabaya. Penelitian ini membahas putusan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya terkait gugatan ekonomi syariah 

mengenai wanprestasi dalam akad Qarḍ dan akad ijarah. 

Fokus utama penelitian ini adalah analisis putusan 

                                                      
13Dian Puji Rahayu and Dzikrulloh, ‘Analisis Eksekusi Barang 

Jaminan Gadai Sebagai Akibat Wanprestasi Pada BPRS Lantabur 

Tebuireng’, Perbankan Syariah, 9.2 (2021), p. 142. 
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pengadilan terhadap wanprestasi dalam dua jenis akad 

yang berbeda serta bagaimana penerapannya dalam sistem 

peradilan syariah.14 Sedangkan penelitian saya 

menitikberatkan pada wanprestasi dalam akad qardh bi 

syarti rahni dan memberikan analisis yang lebih 

mendalam terhadap aspek hukum Islam dalam penentuan 

wanprestasi dalam akad Qarḍ bi syarṭi ar-rahn, khususnya 

dalam konteks putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini  

memiliki kebaharuan dengan mengkaji wanprestasi dalam akad 

Qarḍ bi syarṭi ar-rahn berdasarkan Putusan Pengadilan Agama 

Jepara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. Selain itu, penelitian ini 

mendalami pertimbangan hukum hakim dan kesesuaiannya dengan 

prinsip hukum Islam serta regulasi yang berlaku, aspek yang belum 

dikaji secara mendalam dalam penelitian terdahulu. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

                                                      
14 Ummi Nurjannah Prastyawati and Abdul Wahab, ‘ANALISIS 

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA DALAM 

PERKARA GUGATAN EKONOMI SYARIAH TENTANG 

WANPRESTASI AKAD AL QARDH DAN AKAD IJARAH (STUDI 

KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby)’, 

Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 4.1 

(2020) 
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  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dan pendekatan 

kasus (case approach), serta melibatkan wawancara langsung 

di Pengadilan Agama Jepara. Tujuannya adalah menganalisis 

hukum sebagai norma, asas, dan doktrin, dengan merujuk pada 

literatur yang relevan guna menjawab permasalahan hukum 

yang diteliti. 

  Penelitian ini berfokus pada analisis bahan pustaka dan 

data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Agama 

Jepara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. Selain itu, wawancara 

dengan pihak terkait, terutama hakim, dilakukan untuk 

mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai 

pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. 

2. Sumber Data 

  Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada subjek 

yang menjadi acuan dalam memperoleh data. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kasus, yaitu penelitian yang 

dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap 

suatu peristiwa hukum tertentu.15 

  Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data 

primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung 

                                                      
15Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitiaan Hukum 

Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm 10 
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melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara 

yang menangani perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. 

Wawancara ini bertujuan untuk menggali pertimbangan hakim 

dalam menetapkan putusan, khususnya terkait akad qardh bi 

syarti rahni dan wanprestasi. 16 

  Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari 

berbagai literatur, seperti Al-Qur’an, Hadis, Undang-Undang, 

buku, jurnal, serta Fatwa DSN-MUI yang relevan dengan akad 

pembiayaan qardh bi syarti rahn. Penelitian ini juga mengacu 

pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 

10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr sebagai objek utama kajian, serta 

berbagai dokumen hukum lainnya. 

3. Bahan Hukum 

  Penelitian ini menggunakan data hukum yang terbagi 

menjadi beberapa jenis yaitu : 

a. Bahan hukum primer   

 Bahan hukum primer mencakup dokumen resmi seperti 

peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan 

pengadilan, dan dokumen negara. Dalam penelitian ini, 

bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Agama 

Jepara nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr 

b. Bahan hukum sekunder  

                                                      
16Bambang Sunggono, Metodologi Penelitiaan Hukum, Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2014. hlm 45 
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Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan 

penjelasan terkait bahan hukum primer, termasuk buku, 

jurnal, kamus hukum, dan karya ilmiah lainnya yang relevan 

dengan pokok penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier berupa referensi tambahan yang 

mendukung penelitian, seperti kamus hukum, ensiklopedia 

hukum islam, serta artikel penelitian yang relavan. 

4. Teknik Pengumpulan data 

  Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak menggunakan 

alat atau instrument khusus untuk mengatur variable, melainkan 

mencari dan mempelajari subjek penelitian. Peneliti juga 

menyusun cara untuk mencatat data seiring dengan berjalannya 

penelitian.17 Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis 

menggunakan studi kepustakaan dan: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah Teknik untuk memperoleh data dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai tujuan 

penelitian secara sistematis sesuai dengan tujuan 

penelitian. 18Wawancara yang dilakukan dalam penelitian 

ini menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu 

                                                      
17Asmadi Alsa, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitafif 

sertakombinasinya dalam Penelitian Psikologi, (Yogyakarta; Pustaka 

Pelajar,2003) 
18Sutrisno Hadi, Metodelogi Research (Yogyakarta; Andi Offiset, 

1991), 193 
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wawancara yang dilakukan secara terencana dengan 

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya.19  

Wawancara dalam penelitian ini ditunjukan kepada kepada 

pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, khususnya 

Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memutus perkara 

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. Wawancara ini 

bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai 

pertimbangan hakim dalam  menetapkan putusan, 

khususnya terkait dengan akad qarḍh bi syarṭi rahni dan 

aspek wanprestasi yang terjadi. Selain itu, wawancara juga 

akan membahas sejauh mana putusan tersebut selaras 

dengan prinsip hukum ekonomi syariah, maqāṣid syarī‘ah, 

serta ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 

b. Dokumentasi 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. 

Peneliti mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai 

sumber, seperti undang-undang, buku, jurnal, kitab, dan 

karya ilmiah lainnya, yang kemudian dianalisis untuk 

mendukung penelitian. 

5. Teknik analisis data 

  

                                                      
19Samiaji Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif 

( Yogyakarta: PT Kanisius, 2021 ), 22 
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Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu 

dengan menggambarkan dan menguraikan data secara 

sistematis. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data 

penelitian dengan teori dan aturan hukum yang relevan. Pada 

penelitian ini, fokus analisis adalah ketentuan yuridis dan 

normatif yang terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Jepara 

nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. 

 

G. Sistematika Penulisan 

 Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan 

pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri 

dari 5 (lima) bab. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam 

penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan 

menangkap hasil  penelitian ini. Adapun sistematika dalam 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

 

BAB I  Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang 

berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II  Bab kedua dari skripsi ini adalah kerangka teori yang 

berisikan tentang teori-teori yang akan di angkat dalam 

penelitian ini yaitu teori-teori tentang wanprestasi dan 

akad  Qarḍ bi syarṭi ar-rahn 
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BAB III  Bab ketiga dari skripsi ini adalah gambaran umum 

Pengadilan Agama Jepara dan menguraikan isi perkara 

dalam putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 

10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. 

BAB IV  Bab keempat dari skripsi ini adalah analisis 

pertimbangan hakim dalam memutus Perkara 

Wanprestasi pada Putusan Pengadilan Agara Jepara 

nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. 

BAB V  Bab kelima dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan 

saran mengenai hasil penulisan dari skripsi ini.
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BAB II 

 WANPRESTASI DAN AKAD QARḌH BI SYARṬI AR-RAHN 

 

 

A. Wanprestasi 

1. Pengertian Wanprestasi 

  Menurut Subekti kata wanprestasi sendiri merupakan 

bahasa belanda yang mempunyai arti si  berhutang  tidak  

memenuhi  apa  yang  di  perjanjikan.20 Wanprestasi  yaitu 

kondisi    bahwa    kegiatan/kewajiban    tidak    dilakukan    

sebagaimana seharusnya yang sudah disepakati dalam kontrak 

atau perjanjian. Wanprestasi merujuk pada pelanggaran 

kewajiban kontraktual yang dapat berupa kelalaian, 

ketidaksengajaan, pengingkaran, atau kegagalan dalam 

memenuhi perjanjian yang telah disepakati.  

  Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, menunda 

pelaksanaannya, atau tidak menjalankannya sesuai dengan 

kesepakatan dalam perjanjian, maka ia dapat dianggap lalai. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hal ini menunjukkan bahwa 

hukum kontrak tidak tercapai, yang berarti bahwa setiap 

perjanjian harus dijalankan sebagaimana mestinya.21 Dalam 

hukum di Indonesia, istilah yang digunakan adalah 

                                                      
20 Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat 

hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. Jurnal 

Ilmiah Raad Kertha, 3(1), 48-68. 
21Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif 

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Jurnal 

Komunikasi Hukum (JKH), 2(2).  
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"pelaksanaan janji untuk prestasi" dan "ketiadaan pelaksanaan 

janji untuk wanprestasi". 22 

  Sementara itu, Mariam Darus Badrulzaman berpendapat 

bahwa debitur dianggap wanprestasi jika gagal memenuhi 

perjanjian karena kesalahannya. Frasa ini menjadi penting 

karena jika kegagalan debitur bukan akibat kesalahannya, 

maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggar kontrak.23 

  Dalam konteks hukum, wanprestasi terjadi ketika 

seseorang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab yang 

ditetapkan dalam kontrak. Penyebab kegagalan tersebut dapat 

berasal dari beberapa faktor, di antaranya: 

1) Ketidaksediaan atau kelalaian pihak terkait. 

2) Ada situasi memaksa (force majeure).24 

2. Akibat Terjadinya Wanprestasi 

  Wanprestasi memiliki 4 akibat utama, yaitu:   

1) Perikatan antara pihak-pihak yang terlibat tetap berlaku 

2) Debitur diwajibkan memberikan ganti rugi kepada    

kreditur sesuai dengan pasal 1243 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata) 

3) Resiko kerugian dialihkan kepada debitur jika hambatan 

tersebut muncul setelah debitur dinyatakan wanprestasi, 

kecuali terdapat kesalahan besar atau kelalaian dari pihak 

kreditur. Dalam situasi ini, debitur tidak dapat berdalih 

dengan alasan adanya keadaan memaksa (force majeure). 

                                                      
22Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Bandung: 

Alumni, 1986, 60 
23R. Subekti, Kitab Undang-Undang HukumnPerdata, PT. Arga Printing, 

Jakarta, 2007, 59 
24M. Syaifurrohman Wahib, ‘Tinjauan Hukum Islam Tindakan dan 

Perbuatan Wanprestasi Sewa Menyewa Ruko Batik Plaza yang terjadi Di 

Pekalongan (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Pkl) Skripsi)’, 2022. 
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4) Dalam perikatan yang bersifat timbal balik, kreditur berhak 

melepaskan dirinya dari kewajiban untuk memenuhi kontra 

prestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1266 KUH 

Perdata.25 

  Force majeure menjadi pengecualian penting dalam teori 

wanprestasi. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban karena 

keadaan di luar kendalinya, seperti bencana alam atau situasi 

darurat lainnya, maka debitur tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban hukum.26 Namun, keberadaan force 

majeure harus dibuktikan dengan jelas sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

  Wanprestasi merupakan salah satu aspek penting dalam 

hukum kontrak yang memberikan perlindungan kepada pihak 

yang dirugikan dalam suatu perikatan. Dengan adanya 

ketentuan mengenai wanprestasi, hukum memberikan 

kepastian dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

perjanjian. Meskipun demikian, penerapan wanprestasi harus 

dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan semua 

faktor yang relevan, termasuk adanya force majeure. 

3. Penyelesaian Wanprestasi dan Upaya Perlindungan Hukum 

Terhadap Para Pihak Akibat Wanprestasi 

                                                      
25Niru Anita, Nurley Darwis, ‘Wanprestasi dan Akadnya Dalam 

Pelaksanaan Perjanjian’. Universitas Suryadarma, 11.1 (2019), Pp. 1-14 
26Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan Indonesia (Citra 

Aditya Bakti, 2004). 
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  Dalam sebuah perjanjian, terdapat prinsip utama yang 

mengedepankan perlindungan hukum bagi para pihak, 

khususnya bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.27 

Prinsip perlindungan ini memberikan landasan hukum agar 

pihak yang dirugikan dapat memperoleh hak-haknya. Apabila 

terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan memiliki beberapa 

hak, antara lain: 

1) Exceptio Non Adimpleti Contractus (ENAC): Hak 

untuk menolak melaksanakan kewajiban atau prestasi 

karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak 

lawan.  

2) Penolakan terhadap Prestasi Selanjutnya: Apabila 

salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak 

lainnya dapat menolak melaksanakan kewajiban 

selanjutnya. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual 

beli, pembeli dapat menolak barang berikutnya jika 

barang yang sebelumnya tidak sesuai atau rusak. 

3) Restitusi: Jika salah satu pihak telah melaksanakan 

kewajibannya tetapi pihak lainnya melakukan 

wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut 

restitusi. Restitusi adalah tuntutan agar pihak yang 

melakukan wanprestasi mengembalikan atau 

membayarkan prestasi yang telah diberikan oleh pihak 

yang dirugikan. 

  Selain itu, jika debitur terbukti melakukan wanprestasi, 

kreditur memiliki beberapa hak, yaitu: 

                                                      
27 Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas itikad baik dalam 

mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian. Jurnal Ilmiah M-

Progress, 8(1).  
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1) Meminta pemenuhan janji sesuai perjanjian 

2) Meminta pembatalan atau pemutusan perjanjian 

3) Menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita 

4) Menuntut pembatalan perjanjian sekaligus meminta 

penggantian kerugian 

5) Menuntut pemenuhan perjanjian serta penggantian 

kerugian.28 

  Pada umumnya, pihak yang dirugikan dapat memutuskan 

untuk membatalkan perjanjian. Namun, apabila pembatalan ini 

dilakukan untuk mengembalikan manfaat yang telah diterima 

pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan 

harus melakukan restorasi. Restorasi adalah kewajiban untuk 

mengembalikan manfaat yang telah diterima kepada pihak 

yang melakukan wanprestasi agar perjanjian menjadi adil bagi 

kedua belah pihak. 29 

 

B. Qarḍh 

1. Pengertian Qardh 

  Qarḍh secara bahasa berarti "memotong," sedangkan 

dalam istilah, Qarḍh merujuk pada pemberian sejumlah harta 

                                                      
28Andini, M. P. (2023). Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa 

Menyewa Kios Secara Tidak Tertulis Menurut Peraturan Perundang-

Undangan (Studi Kasus Putusan Nomor 238/Pdt. G/2020/PN. JKT. TIM) 

(Doctoral Dissertation, Universitas Nasional).  
29Basyarudin, B. (2021). Perlindungan Hukum Akibat 

Wanprestasi Dalam Perjanjian Kontruksi Yang Dilaksanakan 

Kontraktor. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(2), 209-220.  
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kepada pihak lain yang dapat diminta kembali dalam jumlah 

yang sama. Dengan kata lain, qardh dapat dipahami sebagai 

meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan 

imbalan apa pun.30 Dalam konteks muamalah, Qarḍh berarti 

meminjam sesuatu dengan nilai yang setara. Qarḍh adalah 

pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 

diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa 

mengharapkan imbalan. 

  Secara teknis, Qarḍh juga didefinisikan sebagai suatu akad 

di mana seseorang atau lembaga keuangan syariah memberikan 

pinjaman kepada individu atau anggota yang membutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Pengembalian 

pinjaman ini dilakukan dalam jumlah yang sama sesuai dengan 

kesepakatan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.   

  Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa Akad Qarḍh adalah bentuk perjanjian yang 

bertujuan untuk saling membantu, di mana pihak yang 

memberikan pinjaman (muqrid) tidak mendapatkan 

keuntungan finansial dari pinjaman tersebut. Namun, 

peminjam diperbolehkan memberikan tambahan sebagai 

                                                      
30Mohammad Ghozali, Mohamad Andi, and Syamsul Maula, 

‘Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid 

Sayriah Dr. Jasser Auda’, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi 

Dan Perbankan Syariah 
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bentuk penghargaan, asalkan hal tersebut tidak disepakati sejak 

awal. 

Adapun firman Allah dalam Alquran yang berbunyi : 

 

 
 "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 

pinjaman yang baik (qardhul hasan), maka Allah akan 

melipatgandakan (balasannya) untuknya dan akan 

mendapatkan pahala yang besar." (Q.S. Al-Baqarah: 245) 

 

  Dasar hukum lain Qarḍh yaitu : 

ٰٗٓ اجَْرٌ  منَْ ذاَ ال َّذيِْ يقُْرضُِ الل هَٰ قرَضًْا حَسنَاً فيَضُٰعفِهَٗ لهَٗ ولَهَ
 ٌ يْم ِ    كرَ

 
 “Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah 

dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan 

(pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang 

sangat mulia (surga).” (Q.S Al-Hadid : 11) 

 

  Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh 

menegaskan bahwa akad qardh, yang termasuk dalam akad 

tabarru’ (sosial), tidak boleh dicampur dengan akad 

mu’āwaḍah (komersial) seperti jual beli atau ijarah. Hal ini 

karena pencampuran tersebut berpotensi mengandung unsur 
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ribā, terutama apabila pemberi pinjaman memperoleh manfaat 

yang melebihi nilai pokok pinjaman. Dalam pandangannya, 

qardh harus dijaga kemurniannya sebagai bentuk tolong-

menolong, bukan sarana mencari keuntungan. Ia juga menolak 

adanya syarat tambahan (manfaat) dalam akad pinjaman karena 

hal itu tergolong riba jahiliyah yang telah diharamkan dalam 

Islam.31 

  Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pencampuran akad 

tanpa kejelasan batas antara tabarru’ dan mu’āwaḍah dapat 

menimbulkan praktik yang gharar (ketidakjelasan) dan syubhat 

(keraguan). Wahbah az-Zuhaili mengingatkan bahwa praktik 

semacam ini rawan mengeksploitasi pihak yang membutuhkan 

dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kejelasan 

hukum dalam Islam. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan qardh 

bi syarṭi Ar rahn, penting untuk memisahkan akad secara 

eksplisit agar tidak jatuh dalam keharaman.32 

2. Rukun dan Syarat Sahnya Akad Qardh 

  Agar sebuah akad qardh dapat dianggap sah, maka harus 

memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Adapun rukun 

dan syarat qardh yang dimaksud, antara lain: 

                                                      
31Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu, terj. Abdul 

Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani.,hlm.3980. 
32Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu, terj. Abdul 

Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani., hlm. 3982–3983. 
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a. Ijab dan Qabul (Ṣighat). Dalam proses akad, pernyataan 

ijab dan qabul harus disampaikan secara jelas dan dapat 

dipahami oleh masing-masing pihak. Hal ini penting demi 

menghindari kesalahan tafsir dan kesalahpahaman di 

kemudian hari. 

b. Peminjam (Muqtaridh). Pihak yang menerima pinjaman 

harus memenuhi syarat kecakapan hukum, yaitu sudah 

baligh, sehat akal, dan bukan orang yang tengah berada di 

bawah perwalian (tidak dapat mengelola hartanya sendiri). 

c. Pemberi Pinjaman (Muqridh). Pihak pemberi pinjaman 

juga harus memenuhi syarat kecukupan, yaitu memiliki 

kepemilikan atas harta yang dipinjamkannya, dan 

perbuatannya terjadi secara sukarela, bukan karena 

paksaan. 

d. Barang atau Hutang (Mauqūd ‘Alaih). Objek yang 

dipinjam harus jelas dan dapat diidentifikasi, misalnya 

berupa uang, sesuai kesepakatan, dan jangka waktu 

pengembaliannya juga harus diterangkan di awal. 

e. Dalam proses Qardh, tidak boleh terjadi riba, yaitu 

pengambilan tambahan, bunga, atau keuntungan atas 

pokok pinjaman, baik berupa uang, barang, atau jasa. 

f. Qardh tidak boleh dicampur dengan akad lain, seperti jual 

beli, demi menjaga kejelasan dan kesucian akad dari unsur-

unsur yang dapat merusak transaksinya. 
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g. Dalam lembaga keuangan syariah, Qardh umumnya 

diberlakukan demi tujuan sosial, yaitu menggunakan dana 

dari zakat, infaq, dan sedekah, bukan demi mencari 

keuntungan, melainkan membantu masyarakat yang 

membutuhkan.  

 

3. Ketentuan akad qardh 

  Qardh diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-

MUI/IV/2001 tentang al-Qarḍh. Fatwa ini memberikan 

pedoman dan ketentuan sebagai berikut: 

1) Ketentuan Umum al- Qarḍh  

a. Al- Qarḍh  adalah bentuk pinjaman yang diberikan 

kepada nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan 

bantuan keuangan.   

b. Nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai 

jumlah yang diterima, pada waktu yang telah disepakati 

bersama.  

c. Biaya administrasi ditanggung oleh nasabah sebagai 

bagian dari kesepakatan. 

d. Biaya administrasi ditanggung oleh nasabah sebagai 

bagian dari kesepakatan 

e. Nasabah diperbolehkan memberikan tambahan (hibah) 

secara sukarela kepada LKS, selama hal tersebut tidak 

disepakati dalam akad.   
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f. Apabila nasabah tidak mampu mengembalikan 

sebagian atau seluruh kewajibannya sesuai waktu yang 

telah ditentukan, dan LKS memastikan 

ketidakmampuannya, maka LKS dapat:   

 Memperpanjang waktu pengembalian utang-

piutang 

 Menghapus sebagian atau seluruh kewajiban 

nasabah (write off) 

2) Sanksi  

a. Jika nasabah tidak menunjukkan itikad baik untuk 

melunasi kewajibannya tanpa alasan 

ketidakmampuan, LKS berhak menjatuhkan sanksi 

b. Sanksi dapat berupa, tetapi tidak terbatas pada, 

penjualan barang jaminan milik nasabah.   

c. Jika hasil penjualan barang jaminan tidak cukup 

untuk melunasi utang, nasabah tetap bertanggung 

jawab un-tuk melunasi sisa kewajibannya.   

3) Sumber dana al- Qarḍh 

 Sumber dana untuk  Al-Qardh : 

a. Modal milik LKS 

b. Sebagian keuntungan LKS dialokasikan 

c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan 

pengelolaan dana infaknya kepada LKS.33 

                                                      
33 Fatwa DSN – MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh 
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4) Penyelesaian Sengketa 

a. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya 

atau terjadi perselisihan, maka penyelesaian 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah, setelah 

upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan.   

b. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan. 

Jika terdapat kekeliruan di kemudian hari, fatwa 

akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana 

mestinya.   

C. Rahn 

1. Pengertian Rahn 

  Secara harfiah, rahn berarti tetap, kekal, atau jaminan. 

Dalam istilah perbankan di Indonesia, rahn dikenal sebagai 

"agunan" yaitu barang yang dijadikan jaminan. Secara 

etimologis rahn berasal dari bahasa arab yaitu Yarhanu yang 

berarti menggadaikan. Rahn merupakan kesepakatan di mana 

barang berharga diserahkan untuk menjadi agunan dalam 

pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau 

kreditur. kreditur.34 Dalam praktiknya, rahn di tangan al-

murtahin (kreditur) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari 

ar-rahin (debitur). 

                                                      
34 Sutan Remy Sjahdeini, PERBANKAN SYARIAH Produk-Produk 

Dan Aspek-Aspek Hukumnya (PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 

doi:332.1 
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  Konsep rahn mengatur bahwa barang berharga dijadikan 

jaminan untuk memastikan pembayaran utang. Barang tersebut 

dapat digunakan sebagai sumber pelunasan jika debitur tidak 

dapat melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, agunan 

tersebut dapat dijual, dan hasil penjualannya digunakan untuk 

melunasi utang.  

  Namun, barang jaminan baru dapat dijual atau dinilai jika 

utang belum dilunasi hingga batas waktu yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, hak kreditur atas 

barang jaminan hanya berlaku ketika debitur tidak melunasi 

utangnya sesuai kesepakatan. 

  Ulama fikih mengemukakan bahwa akad rahn dibolehkan 

dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah 

Saw. Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 283, yang berbunyi : 

َ ۖ 

  

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, 

maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh 

yang berpiutang).” 

   

2. Syarat dan Rukun Rahn 

1) Syarat Rahn 
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a. Syarat yang berkaitan dengan pelaku transaksi, yaitu 

orang yang menggadaikan barang (Rāhin) harus 

memenuhi  

b. kecakapan hukum. Dalam hal ini, orang tersebut harus 

sudah baligh, berakal, dan mampu mengelola hartanya 

(rasyīd). 

c. Barang yang dijadikan jaminan harus berupa benda 

bernilai yang dapat menutup hutang apabila terjadi 

wanprestasi. Dengan kata lain, barang tersebut masih 

berguna dan dapat dijadikan pelunasan apabila hutang 

tidak dibayar.  

d. Barang gadai harus merupakan kepemilikan sah dari 

pemberi gadai, atau setidaknya merupakan barang 

yang memang diizinkan olehnya untuk dijadikan 

jaminan. Selain itu, ukuran, jenis, dan sifat barang 

gadai juga harus jelas, demi menghindari kesalahan 

dan masalah di kemudian hari. 

e. Syarat yang berkaitan dengan hutang (al-marhun bih) 

yaitu hutang harus merupakan hutang yang sah dan 

nantinya memang wajib dibayar.  

2) Rukun Rahn 

a) Al-Rāhn atau Al-Marhun, yaitu barang yang 

digadaikan. 

b) Al-Marhun bih, yaitu hutang yang dijamin. 
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c) Ṣighah, yaitu ijab dan qabul (pernyataan kesepakatan). 

d) Dua belah pihak yang terlibat, yaitu rāhin (pihak yang 

menggadaikan) dan murtahin (pihak yang memberikan 

hutang). 

3. Ketentuan akad rahn 

  Rahn diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn. Fatwa ini memberikan pedoman 

dan ketentuan sebagai berikut: 

1) Hukum 

a. Pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan 

utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dengan 

memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu 

2) Ketentuan Umum 

a. Penerima jaminan (murtahin) memiliki hak untuk 

menahan barang jaminan (marhun) hingga utang dari 

pemberi jaminan (rahin) dilunasi sepenuhnya. 

b. Barang jaminan dan manfaat yang dihasilkannya tetap 

menjadi milik rahin. Namun, pada prinsipnya, barang 

tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin 

kecuali dengan izin dari rahin. Pemanfaatan tersebut 

hanya diperbolehkan dalam batas wajar, yakni sebagai 

pengganti biaya pemeliharaan atau perawatan barang 

jaminan. 

c. Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan pada 

dasarnya merupakan tanggung jawab rahin. Namun, 



38 

 

 

hal ini dapat dilakukan oleh murtahin, dengan 

ketentuan bahwa biaya pemeliharaan dan 

penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 

d. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan 

tidak boleh ditentukan berdasarkan besaran jumlah 

pinjaman yang diberikan. 

3) Penjualan Barang Jaminan (Marhun) 

a. Jika waktu pelunasan utang telah jatuh tempo, murtahin 

harus memberikan peringatan kepada rahin untuk 

segera melunasi utangnya. 

b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi kewajibannya, 

barang jaminan dapat dijual secara paksa atau 

dieksekusi melalui proses lelang yang sesuai dengan 

prinsip syariah. 

c. Hasil penjualan barang jaminan akan digunakan untuk 

melunasi utang, membayar biaya pemeliharaan dan 

penyimpanan yang belum dibayar, serta menutupi biaya 

penjualan. 

d. Jika terdapat sisa hasil penjualan, kelebihannya menjadi 

milik rahin. Namun, apabila hasil penjualan tidak 

mencukupi, kekurangan tersebut menjadi tanggung 

jawab rahin. 

4) Ketentuan Penutup 

a. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan 

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara 

kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan 

melalui Badan Arbitrase Syariah setelah upaya 

musyawarah tidak mencapai kesepakatan. 
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b. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan, 

jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan, akan 

dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai 

kebutuhan. 

  Menyimpulkan dari pembahasan di atas, maka yang di 

maksud dengan Qarḍ bi syarṭi ar-rahn adalah hutang piutang 

yang dilakukan menggunakan akad gadai dengan syarat pihak 

yang berhutang bersedia menitipkan barang atau sesuatu yang 

berharga (mempunyai nilai jual) sebagai agunan kepada pihak 

lembaga keuangan untuk jaminan adanya pinjaman yang 

dikeluarkan oleh lembaga. 

  Dalam fikih Islam, larangan penggabungan akad pinjaman 

dan jual beli memiliki dasar kuat karena dapat menyebabkan 

transaksi yang tidak seimbang. Imam Nawawi dalam Syarah 

Shahih Muslim menjelaskan bahwa penggabungan akad qardh 

dan jual beli sering kali mengandung unsur keuntungan yang 

tersembunyi bagi pemberi pinjaman.35 Padahal, dalam Islam, 

qardh harus bersifat tabarru’ (sosial) dan tidak boleh 

mengandung keuntungan finansial yang disyaratkan 

sebelumnya. 

  Kaidah fikih menyatakan:  “Setiap pinjaman yang 

memberikan manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba." 

                                                      
35 Imam Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Juz 10 (Beirut: Dar al-

Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 200 
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Dalam Qardh bi Syarti Rahni, lembaga keuangan syariah 

memberikan pinjaman dengan syarat adanya jaminan (rahn). 

Secara hukum, akad ini diperbolehkan, tetapi dalam 

praktiknya, jika ada manfaat tambahan bagi pemberi 

pinjaman—seperti biaya administrasi yang tidak wajar atau 

kewajiban menggunakan layanan tertentu—maka hal tersebut 

bisa dikategorikan sebagai riba terselubung. 

  Oleh karena itu, akad Qardh bi Syarthi Rahni harus tetap 

mempertahankan karakter sosial dari qardh tanpa 

menjadikannya alat bagi lembaga keuangan untuk memperoleh 

manfaat tambahan. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah, 

yaitu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi 

keuangan agar tidak merugikan salah satu pihak.  

 

D. Multi Akad dalam Transaksi Syariah 

1. Pengertian Multi Akad 

  Multi akad atau dalam istilah fikih disebut al-‘uqūd al-

murakkabah adalah penggabungan dua atau lebih akad dalam 

satu transaksi yang mengikat para pihak yang bertransaksi. 

Multi akad banyak digunakan dalam ekonomi Islam, 

khususnya dalam sistem pembiayaan syariah dan transaksi 

keuangan modern. Penggabungan akad ini bertujuan untuk 
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memberikan fleksibilitas dalam transaksi dan mempermudah 

implementasi akad dalam dunia bisnis.36 

  Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, multi akad 

didefinisikan sebagai kombinasi dua atau lebih akad yang 

membentuk satu kesatuan transaksi dengan tujuan tertentu. 

Kombinasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti 

penggabungan antara akad jual beli (bai’), sewa (ijarah), 

pinjaman (qardh), atau rahn (gadai) 

2. Dasar Hukum Multi Akad 

  Secara umum, hukum asal dalam muamalah adalah mubah 

(boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini 

berarti bahwa multi akad diperbolehkan selama tidak ada 

larangan spesifik  dalam syariah. Namun, terdapat beberapa 

bentuk multi akad yang dilarang, seperti penggabungan antara 

jual beli dan pinjaman dalam satu akad, karena dapat 

mengandung unsur riba. 37  

  Rasulullah SAW bersabda “Rasulullah melarang dua akad 

dalam satu transaksi.” (HR. Abu Dawud, No. 3504)  Hadis ini 

menjadi dasar bahwa penggabungan akad yang bertentangan 

dalam satu transaksi tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, 

                                                      
36Harun, H. (2018). Multi Akad dalam tataran fiqh. Suhuf, 30(2), 

178-193.  
37Harun, H. (2018). 
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multi akad harus dikaji dengan teliti untuk memastikan tidak 

mengandung unsur yang dilarang dalam syariah.  

3. Jenis-jenis Multi Akad 

  Multi akad dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, 

tergantung pada bagaimana akad tersebut digabungkan dalam 

satu transaksi  

1) Multi Akad Bersyarat (al-‘uqūd al-mutaqobilah)  

Multi akad ini terjadi ketika akad pertama bergantung pada 

akad kedua, misalnya qardh yang disertai dengan syarat 

ijarah (sewa). Contohnya adalah seseorang yang meminjam 

uang dari bank syariah tetapi diwajibkan untuk menyewa 

loker penyimpanan di bank tersebut  

2) Multi Akad Gabungan dalam Satu Kontrak (al-‘uqūd al 

mujtami’ah)  

Bentuk ini terjadi ketika beberapa akad digabungkan dalam 

satu transaksi, seperti kartu kredit syariah yang 

menggabungkan akad  qardh dan wakalah bil ujrah 

(pemberian kuasa dengan imbalan jasa) 

3) Multi Akad yang Bertentangan (al-‘uqūd al-mutanaqidhah 

wa al-mutadhadah)  

Akad ini menggabungkan akad-akad yang secara hukum 

saling bertentangan, seperti jual beli yang digabung dengan 

pinjaman (qardh), di mana pemberi pinjaman memperoleh 
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keuntungan dari transaksi tersebut. Multi akad ini dilarang 

karena berpotensi mengandung riba. 

  Multi akad merupakan bentuk transaksi yang banyak 

digunakan dalam ekonomi syariah dan memiliki dasar hukum 

dalam Al-Qur’an, Hadis, serta fatwa DSN-MUI. Meskipun 

diperbolehkan, tidak semua bentuk multi akad dapat diterapkan 

dalam transaksi keuangan, terutama yang berpotensi 

mengandung riba, gharar, atau eksploitasi terhadap salah satu 

pihak. 

  Dalam praktik perbankan syariah, multi akad sering 

digunakan untuk menciptakan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan nasabah dan tetap mematuhi prinsip syariah. 

Contohnya, dalam produk pembiayaan rumah, bank syariah 

dapat menggabungkan akad murabahah (jual beli) dengan akad 

wakalah (perwakilan) untuk memfasilitasi pembelian properti 

oleh nasabah. 38 

E. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah 

  Penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah proses 

untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kontrak 

atau akad berbasis prinsip syariah, seperti murabahah, 

musyarakah, mudharabah, ijarah, dan akad lainnya. Menurut 

                                                      
38Yunus, Muhammad. "Hybrid Contract (Multi Akad) dan 

Implementasinya di Perbankan Syariah." Tahkim 2.1 (2019): 335033.  
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Ali Achmat sengketa merupakan suatu pertentangan yang 

muncul dari perbedaan pemikiran antara dua pihak atau lebih 

dimana dimana pertentangan tersebut disebabkan karena 

perbedaan pemikiran sehingga dapat mengakibatkan timbulnya 

akibat hukum bagi pihakpihak yang bersangkutan.39 

  Selain penjelasan mengenai ekonomi syariah yang telah 

dikemukakan sebelumnya, pemahaman tentang sengketa 

ekonomi syariah juga dapat ditemukan dalam pendapat M.A. 

Mannan. Ia menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu 

sosial yang membahas berbagai permasalahan ekonomi 

masyarakat. Dalam pembahasannya, ekonomi rakyat ini 

didasarkan pada nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman utama 

dalam proses pembelajaran dan penerapannya.40 

  Berdasarkan berbagai definisi sengketa ekonomi syariah, 

penulis menyimpulkan bahwa sengketa tersebut merupakan 

perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua individu atau 

lebih, bahkan dapat melibatkan kelompok. Konflik ini 

berkaitan dengan seluruh aktivitas ekonomi yang berlandaskan 

prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam pelaksanaannya, sering 

kali terjadi perbedaan pendapat antara individu atau kelompok, 

                                                      
39Hardi Munte, Model Penyelesaian Sengketa Administrasi 

Pilkada (Jakarta: Grafis Puspantara, 2017), 41 
40Ali Hamzah. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: 

Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi. Al-Qisthu: 

Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 18(1). 
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yang dapat memicu perselisihan dan berujung pada 

konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.  

  Dalam hukum di Indonesia, sengketa ekonomi syariah 

memiliki pengaturan khusus dan berada di bawah kewenangan 

Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.41 Hal ini 

mencakup berbagai jenis perkara, seperti wanprestasi dalam 

akad pembiayaan syariah, pelanggaran prinsip syariah dalam 

transaksi ekonomi, hingga penyelesaian sengketa terkait 

produk keuangan syariah. 

  Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan 

melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi 

adalah penyelesaian melalui pengadilan, khususnya Pengadilan 

Agama. Proses ini melibatkan gugatan formal yang diajukan 

oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dalam proses 

litigasi, hakim akan memutuskan perkara berdasarkan hukum 

acara perdata yang berlaku  serta prinsip-prinsip syariah yang 

relevan.42 Selain itu, perkara ekonomi syariah juga dapat 

diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana (small 

                                                      
41Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama. 
42Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Prosedur Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah 
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claim court) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016. 

  Sementara itu, penyelesaian sengketa secara non-litigasi 

dilakukan di luar pengadilan melalui mekanisme seperti 

musyawarah, mediasi, atau arbitrase. Pendekatan ini sering kali 

lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi karena 

mengutamakan kesepakatan damai antara para pihak yang 

bersengketa. Arbitrase ekonomi syariah di Indonesia dilakukan 

melalui lembaga khusus seperti Badan Arbitrase Syariah 

Nasional (BASYARNAS), yang menangani sengketa 

berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.43 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa menjadi dasar hukum bagi mekanisme 

ini.44 

  Baik litigasi maupun non-litigasi bertujuan untuk 

memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya 

berfokus pada penyelesaian konflik secara hukum tetapi juga 

menjaga hubungan  baik antara para pihak dengan tetap 

mematuhi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. 

                                                      
43Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), "Tentang 

BASYARNAS", www.basyarnas.or.id. 
44Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
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Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami 

mekanisme penyelesaian yang tersedia agar dapat memilih 

jalur yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.45 

 

2. Landasan Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi 

Syariah 

  Adapun beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai 

penyelesaian sengketa ekonomi syarīah antara lain adalah: 

1) Al-Quran Surah Al-Hujarat (49) ayat 946 

فتَنِٰ منَِ المْؤُمْنِيِنَْ اقتْتَلَوُاْ فاَصَْلحُِواْ بيَنْهَمُاََۚ فاَنِْْۢ بغَتَْ احِدْٰىهمُاَ علَىَ ى ِٕ  واَنِْ طَاۤ
ءتَْ فاَصَْلحُِ  ًِۖ فاَنِْ فاَۤ ٰٰٓى امَْرِ الل هٰ ءَ الِ ا وْ الْاخُْرٰى فقَاَتلِوُا ال َّتيِْ تبَغْيِْ حَت ىٰ تفَيِْۤ

 ۝٩بيَنْهَمُاَ باِلعْدَْلِ واَقَسِْطوُاِْۗ انِ َّ الل هَٰ يُحبِ ُّ المْقُْسِطيِنَْ 

  

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, 

damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat 

aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) 

yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada 

perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada 

perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. 

Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang bersikap adil”. 

                                                      
45Muhammad Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali 

Press, 2020), hal. 45. 
46Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan 

Praktik (Jakarta: Kencana, 2017), 8-10 
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  Ayat tersebut mengajarkan bahwa setiap Muslim 

diperintahkan oleh Allah SWT untuk berlaku adil dalam segala 

aspek kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan 

antar sesama Muslim. Hal ini karena Allah mencintai orang 

yang berperilaku adil dan tidak menyukai mereka yang tidak 

mampu menerapkan keadilan dalam berinteraksi dengan 

sesama. 

2) Hadis 

 

 

 “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud Al 

Mahri berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb 

berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Ayyub 

dari Syarahil bin Yazid Al Mu'arifi dari Abu Alqamah dari Abu 

Hurairah yang aku tahu hadits itu dari Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap seratus tahun Allah 

mengutus kepada umat ini seseorang yang akan 

memperbaharui agama ini (dari penyimpangan)." Abu Dawud 

berkata, "'Abdurrahman bin Syuraih Al Iskandarani 
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meriwayatkan hadits ini, namun tidak menyebutkan 

Syarahil."47 

 

  Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang Muslim 

diperbolehkan oleh Allah SWT untuk membuat perjanjian 

damai, asalkan perjanjian tersebut tidak mengandung unsur 

yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan 

sesuatu yang halal. Hal ini tidak dibenarkan dalam syariat 

Islam, yang menjadi pedoman utama bagi kehidupan manusia 

di dunia. 

3) KUHPerdata 

  Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) pasal 1338 ini didalamnya menjelaskan bahwa: 

“Semua perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan undang-

undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang telah 

membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali 

kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena 

alasan yang telah ditentukan oleh undang undang tersebut. 

Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.” 

  

  Selain peraturan perundang-undangan, fatwa dari Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

menjadi acuan penting dalam praktik perbankan syariah. Fatwa 

                                                      
47Hadis Sunan Abu Dawud Nomor 3120-dalam Kitab Peradilan, 

yang didalamnya Menjelaskan Tentang Ash Shulh (Perjanjian Damai) 
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DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh 

menetapkan bahwa al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan 

kepada nasabah yang memerlukan, dengan kewajiban 

mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah 

disepakati,48 tanpa adanya tambahan atau bunga.  

  Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn menjelaskan bahwa rahn adalah 

akad menggadaikan barang sebagai jaminan utang, di mana 

penerima barang (murtahin) berhak menahan barang jaminan 

(marhun) sampai utang dilunasi.49 Kedua fatwa ini menjadi 

dasar hukum dalam pelaksanaan akad Qardh bi Syarthi Rahn 

di lembaga keuangan syariah, memastikan bahwa praktik 

tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak 

mengandung unsur riba. 

  Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

harus berlandaskan hukum yang sesuai dengan syariah serta 

mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. 

Selain itu, proses penyelesaian juga harus mengacu pada 

prinsip-prinsip Islam, salah satunya adalah menekankan 

                                                      
48Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh 
49Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 



51 

 

 

keadilan dalam hubungan antar manusia. Hal ini karena Allah 

SWT mencintai hamba-Nya yang selalu bersikap adil terhadap 

sesama. 
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BAB III 

Wanprestasi dalam Akad Qardh bi Syarti Rahni (Studi Kasus 

Putusan Hakim Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr) 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jepara 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Jepara 

  Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga 

peradilan di Indonesia yang berada di bawah naungan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdirinya Pengadilan 

Agama berakar dari sejarah panjang penerapan hukum Islam di 

Nusantara, yang dimulai sejak era kerajaan Islam seperti 

Kesultanan Demak. Pada masa itu, hukum Islam menjadi 

pedoman dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan 

keluarga, warisan, dan transaksi ekonomi.50 

  Di era modern, Pengadilan Agama mendapatkan dasar 

hukum yang lebih kuat dengan diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-

undang ini mempertegas kewenangan Pengadilan Agama 

dalam menangani perkara berbasis hukum Islam, termasuk 

dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan zakat. Perubahan 

lebih lanjut terjadi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

                                                      
50 MANAN, H. Abdul; SH, S. Pengadilan Agama: Cagar Budaya 

Nusantara Memperkuat NKRI. Prenada Media, 2019.  
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2006, yang memperluas  kewenangan Pengadilan Agama untuk 

menangani perkara ekonomi syariah. 

 

  Peraturan mengenai Peradilan Agama akhirnya mulai 

diatur lebih jelas seiring dengan perkembangan sistem hukum 

Indonesia. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan 

tersebut adalah adanya pengaturan dalam UUD 1945 yang 

menjadi dasar hukum negara Indonesia setelah 

kemerdekaannya. Dalam Pasal 224 UUD 1945, diatur bahwa:  

1) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah 

Agung dan badan kehakiman lainnya yang diatur oleh 

Undang-Undang.  

2) Susunan dan badan kontrol badan kehakiman diatur oleh 

Undang-Undang. 

  Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar bagi 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang 

lebih lanjut diperjelas dengan adanya UU No. 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-ketentuan Dasar Kekuasaan Kehakiman. 

Undang-undang ini kemudian mengatur lebih lanjut mengenai 

pembagian kekuasaan kehakiman yang lebih terperinci. 

  Menurut Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970, 

kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh 

pengadilan-pengadilan yang ada yaitu: Peradilan Umum, 

Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha 
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Negara. Keempat lingkungan peradilan ini memiliki 

kewenangan masing-masing dan  memiliki fungsi untuk 

menyelesaikan berbagai jenis perkara sesuai dengan 

bidangnya. Keempat jenis peradilan ini juga memiliki tujuan 

yang sama, yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan. 

  Beberapa perbedaan mendasar yang dapat ditemukan 

antara peradilan-peradilan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Keempat lingkungan peradilan ini memiliki kedudukan 

yang sejajar sebagai lembaga negara dengan tugas 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 

2004. 

2) Struktur organisasi setiap lingkungan peradilan terdiri dari 

ketua (Ketua dan Wakil Ketua), hakim, panitera, sekretaris, 

dan jurusita. 

3) Setiap lingkungan peradilan memiliki pengadilan tingkat 

pertama dan pengadilan tingkat banding yang berada di 

bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan 

sistem "satu atap". 

  Keberadaan masing-masing peradilan ini sangat penting 

untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sejalan 

dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat yang dilayani. 

Keberagaman dalam sistem peradilan ini mencerminkan 

pluralitas hukum di Indonesia yang terus berkembang dan 

beradaptasi dengan kebutuhan zaman. 
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2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Jepara 

  Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam berbagai 

bidang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989. Dalam bidang perkawinan, wewenangnya mencakup ijin 

perkawinan, perceraian, pembagian harta bersama, penguasaan 

anak, serta penetapan kewajiban pemberian biaya hidup oleh 

suami kepada istri dan anak. Selain itu, Pengadilan Agama juga 

memiliki tugas dalam perkara waris, seperti penentuan ahli 

waris, pembagian harta peninggalan, dan penentuan bagian 

masing-masing ahli waris. Dalam hal wasiat, hibah, dan wakaf, 

Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan keabsahan 

dan pengelolaan harta yang bersangkutan sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam. 

  Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki wewenang 

dalam menangani perkara ekonomi syari’ah, yang mencakup 

lembaga keuangan syari’ah, asuransi syari’ah, dan pembiayaan 

syari’ah. Hal ini termasuk dalam sektor-sektor seperti bank 

syari’ah, reksadana syari’ah, serta pegadaian dan dana pensiun 

lembaga keuangan syari’ah. Meskipun beberapa bidang seperti 

zakat, infaq, dan shadaqah tidak diatur secara rinci dalam 

Undang-Undang ini, Pengadilan Agama tetap memiliki peran 
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dalam menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan 

hukum Islam.51 

3.  Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara 

  Pengadilan Agama Jepara memiliki visi untuk 

mewujudkan sebuah Pengadilan Agama yang Agung. Adapun 

misi yang diemban oleh pengadilan ini meliputi: 

1) Menyediakan peradilan yang sederhana, cepat, biaya 

terjangkau, dan transparan. 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan 

untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. 

3) Melakukan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan 

efisien. 

4) Menjalankan administrasi dan manajemen peradilan secara 

tertib, efektif, dan efisien. 

5) Berupaya menyediakan sarana dan prasarana peradilan 

yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

B. Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr Tentang 

Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi Akad Pembiayaan 

Qarḍh bi Syarṭi Rahni 

1. Gambaran Umum Perkara 

                                                      
51https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-

peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama diakses 25 Januari 

2025 
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1) Identitas Para Pihak 

  Penggugat, KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi 

(USA), berkedudukan di Kabupaten Jepara dan diwakili 

oleh M. Pemohon berdasarkan Surat Keputusan No. 

01/BMT.USA/SK/I/2021. Penggugat memberikan kuasa 

kepada Advokat Ahmad Miftahul Farid dan rekan dari 

Kantor Advokat NAM & Partner di Kecamatan Tahunan, 

Jepara.   

  Tergugat I dan Tergugat II, yang namanya tidak 

dicantumkan dalam putusan, merupakan pasangan suami 

istri yang bekerja sebagai wiraswasta. Keduanya lahir di 

Jepara dan berdomisili di Dukuh XXXXXXX, Kecamatan 

XZXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara. 

2) Duduk perkara 

 Posita atau fundamentum petendi adalah  

bagian dari surat gugatan atau permohonan yang 

menguraikan rangkaian peristiwa atau kejadian yang 

menjadi dasar dari tuntutan hukum. Selain posita, 

surat gugatan atau permohonan juga harus memuat 

petitum, yang merupakan inti dari tuntutan penggugat 

atau pemohon. Petitum berisi deskripsi yang jelas dan 

rinci mengenai hal-hal yang menjadi pokok tuntutan, 

yang diharapkan untuk dinyatakan dan dibebankan 
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kepada pihak tergugat atau termohon di akhir proses 

peradilan.52 

  Perkara ini bermula pada tanggal 12 Juli 2023, 

ketika Para Tergugat mengajukan pembiayaan kepada 

Penggugat, KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA). 

Pengajuan tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan 

mendesak Para Tergugat untuk memenuhi biaya 

pendidikan anak mereka dan membayar beberapa 

kewajiban yang tertunda. Setelah melalui proses 

administrasi dan persetujuan, Para Tergugat 

menandatangani akad Qorḍh bi syarṭi rahni dengan nilai  

pembiayaan sebesar Rp30.000.000,00. Dalam akad 

tersebut, disepakati bahwa Para Tergugat akan membayar 

bisyaroh sebesar Rp750.000,00 setiap bulan selama empat 

bulan, dengan pelunasan pokok pembiayaan pada tanggal 

12 November 2023. Sebagai jaminan atas akad tersebut, 

Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) 

No. 01542/XZXXXXXXXXX milik Tergugat II.53 

  Setelah akad pembiayaan ditandatangani, 

penggugat memenuhi kewajibannya dengan mencairkan 

dana pembiayaan sebesar Rp30.000.000,00 kepada 

tergugat. Dana ini diberikan dengan harapan bahwa 

                                                      
52M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Sinar 

Grafika, 2012) 
53Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr 
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tergugat akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

ketentuan yang telah disepakati. Namun, setelah menerima 

pembiayaan tersebut, tergugat mulai mengalami kesulitan 

dalam melakukan pembayaran sesuai perjanjian. 

  Pada awalnya, Para Tergugat menunjukkan itikad 

baik dengan membayar bisyaroh untuk dua bulan pertama, 

yaitu sebesar Rp1.500.000,00. Namun, setelah bulan 

kedua, Para Tergugat mulai mengalami kesulitan keuangan 

yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan mereka. 

Hal ini mengakibatkan Para Tergugat tidak mampu lagi 

melanjutkan pembayaran bisyaroh maupun melunasi 

pokok pembiayaan yang telah jatuh tempo. Hingga batas 

waktu yang ditentukan, yaitu 12 November 2023, total 

tunggakan Para Tergugat mencapai Rp37.500.000,00,  

yang terdiri dari pokok pembiayaan sebesar 

Rp30.000.000,00 dan bisyaroh sebesar Rp7.500.000,00. 

 

  Melihat ketidakmampuan Para Tergugat untuk 

melunasi kewajibannya, Penggugat mengirimkan surat 

peringatan sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 4 Juni 

2024, 24 Juni 2024, dan 12 Juli 2024. Dalam surat-surat 

tersebut, penggugat memberikan kesempatan bagi tergugat 

untuk segera menyelesaikan tunggakan pembiayaan dan 

membayar kewajibannya sesuai perjanjian. Namun, 

tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk 
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melunasi utangnya. Tidak adanya tanggapan dari tergugat 

semakin memperjelas bahwa tergugat telah melakukan 

wanprestasi atau ingkar janji terhadap akad yang telah 

dibuat. 

  Oleh karena itu, pada 23 Juli 2024, penggugat 

secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama 

Jepara, yang kemudian terdaftar dengan Nomor Perkara 

10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. Dalam gugatannya, penggugat 

meminta agar pengadilan menyatakan bahwa tergugat telah 

melakukan wanprestasi dan memberikan putusan yang 

memungkinkan penggugat untuk mengeksekusi jaminan 

berupa sertifikat tanah guna menutupi kerugian yang 

dialami.54 

  Selain itu, jika kasus wanprestasi seperti ini tidak 

diselesaikan melalui jalur hukum, maka hal ini dapat 

menciptakan preseden buruk di mana anggota koperasi lain 

merasa bahwa mereka bisa menghindari kewajiban 

pembayaran tanpa konsekuensi hukum. Hal ini tentu 

bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam 

yang menekankan bahwa setiap utang wajib dilunasi, 

sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah 

SAW: "Jiwa seorang mukmin tergantung dengan 

utangnya, hingga dia melunasinya." (HR. Tirmidzi dan 

Ibnu Majah) 

                                                      
54Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr 
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  Oleh karena itu, gugatan yang diajukan penggugat 

ke Pengadilan Agama Jepara bertujuan untuk mendapatkan 

kepastian hukum, sehingga haknya sebagai pemberi 

pembiayaan dapat terlindungi dan kasus ini dapat 

diselesaikan dengan prinsip keadilan yang sesuai dengan 

hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. 

2. Proses Persidangan 

1) Tahap Pemeriksaan Awal 

  Setelah menerima gugatan dari penggugat, 

Pengadilan Agama Jepara melakukan pemeriksaan awal 

untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan telah 

memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai dengan 

hukum acara perdata yang berlaku. Pada tahap ini, majelis 

hakim memeriksa keabsahan gugatan yang didaftarkan 

oleh penggugat serta memastikan bahwa para pihak yang 

berperkara memiliki legal standing (kedudukan hukum) 

yang sah. 

  Dalam pemeriksaan awal, hakim juga menilai 

apakah perkara ini termasuk dalam ranah hukum perdata 

dan kewenangan Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk 

mengadili perkara ekonomi syariah, termasuk sengketa 

yang berkaitan dengan akad pembiayaan berbasis syariah 

seperti Qardh bi Syarthi ar-Rahn. 
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  Setelah memastikan bahwa gugatan telah 

memenuhi syarat, pengadilan kemudian menetapkan 

jadwal sidang pertama dan memanggil para pihak untuk 

hadir dalam persidangan. 

2) Jawaban Tergugat 

  Atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para 

Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di 

persidangan. Dalam keterangannya, Para Tergugat 

mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang diajukan 

oleh Penggugat. Para Tergugat menjelaskan bahwa mereka 

telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi 

kewajiban pembayaran, namun karena kondisi keuangan 

yang tidak stabil, mereka tidak mampu melunasi kewajiban 

sesuai dengan perjanjian.  

  Selain itu, Para Tergugat menyatakan bahwa 

mereka telah berusaha menemui Penggugat untuk 

mengajukan permohonan keringanan, khususnya 

perpanjangan masa angsuran. Namun, permohonan 

tersebut tidak disetujui oleh Penggugat, sehingga perkara 

ini berlanjut ke persidangan. 

 

 

3) Primair 

 Perkara Nomor  10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr 

berdasarkan dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas 
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dalam posita atau duduk perkara, penggugat memohon 

agar Ketua Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan 

penetapan dengan amar putusan sebagai berikut :55 

a. Mengabulkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh 

Penggugat 

b. Menyatakan bahwa akad pembiayaan Qardh bi Syarthi ar-

Rahn dengan nomor XXXXXX, yang disertai pemberian 

bisyaroh tertanggal 12 Juli 2023, adalah sah dan mengikat 

secara hukum. 

c. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan 

wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

yang diperjanjikan dalam akad. 

d. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kerugian 

materiil akibat kelalaian dalam melaksanakan kewajiban 

sesuai isi akad, dengan rincian sebagai berikut: 

 Pembiayaan pokok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga 

puluh juta rupiah); 

 Bisyaroh sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima 

ratus ribu rupiah); 

 Biaya penyelesaian hukum sebesar 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

Sehingga total kerugian materiil berjumlah 

                                                      
55Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr 
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Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima 

ratus ribu rupiah). 

e. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 

01542/XZXXXXXXXXX atas nama Tergugat II, dengan 

NIB 11130905.02116 dan Surat Ukur No. 

01327/XZXXXXXXXXX/2022 tanggal 17 November 

2022, yang terletak di Desa XZXXXXXXXXX, 

Kecamatan XZXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dengan 

batas-batas: 

 Sebelah Utara: Petak 02123 

 Sebelah Selatan: Petak 02119 dan 02115 

 Sebelah Timur: Saluran air 

 Sebelah Barat: Petak 02117 

adalah sah dijadikan sebagai jaminan dalam akad 

pembiayaan Qardh bi Syarthi ar-Rahn No. XXXXXX yang 

disertai bisyaroh tertanggal 12 Juli 2023. 

f. Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat tidak 

melaksanakan pembayaran sebagaimana tercantum dalam 

poin (d) dalam waktu 7 hari sejak putusan berkekuatan 

hukum tetap (inkracht), maka jaminan berupa Sertifikat 

Hak Milik (SHM) sebagaimana disebutkan dalam poin (e) 

dapat dijual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 

guna menutupi seluruh kerugian yang ada. 

g. Menjatuhkan hukuman kepada Para Tergugat untuk 

membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat 

sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari 

atas keterlambatan pembayaran kerugian sebagaimana 

dimaksud dalam poin (d), terhitung sejak putusan 

berkekuatan hukum tetap. 
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h. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya 

perkara ini. 

4) Tahap Pembuktian 

 Tahap pembuktian dalam pengadilan adalah 

tahapan di mana penggugat/pemohon akan 

dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil 

gugatan/permohonannya, dan tergugat/termohon akan 

dimintakan bukti untuk menguatkan 

bantahannya.56Tahap pembuktian ini sangat penting 

karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai 

kebenaran klaim yang diajukan oleh para pihak. 

 Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat mengajukan sejumlah bukti tertulis  yang 

dilakukan oleh Para Tergugat. Bukti yang diajukan 

meliputi identitas Penggugat dan Para Tergugat untuk 

memastikan kedudukan hukum masing-masing pihak 

dalam perkara ini. Selain itu, Penggugat juga 

menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan 

Direktur sebagai bukti bahwa dirinya memiliki 

wewenang dalam mengelola KSPPS BMT Ummat 

Sejahtera Abadi (USA).   

 

                                                      
56Ahmad Kholiqul Rohman, Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata, 

(Jakarta: Rajawali Press, 2020), 45. 
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Tabel 4.1 

Jenis dan Fungsi Alat bukti dalam Perkara Nomor 

10/Pdt.G.S/PA.Jepr 

Jenis 

Bukti 

Isi/Dokumen Fungsi dalam Pembuktian 

Bukti 

Identitas 

Pihak  

KTP Penggugat, SK 

Pengangkatan 

Direktur, KTP Para 

Tergugat  

Membuktikan legalitas pihak-

pihak yang terlibat dalam 

perkara.  

Akad 

Pembiayaa

n 

Akad Qardh bi 

Syarthi Rahni 

tertanggal 12 Juli 

2023  

Menunjukkan adanya 

hubungan hukum dan 

kesepakatan formal antara 

Penggugat dan Tergugat.  

Bukti 

Wanprestas

i 

Riwayat angsuran, 

surat keterangan 

kerugian, serta surat 

peringatan 1 s/d 3  

Menunjukkan bahwa tergugat 

telah melalaikan 

kewajibannya meskipun telah 

diberi peringatan berulang 

kali.  

Bukti 

Agunan 

Sertifikat Hak Milik 

(SHM) dan Surat 

Persetujuan 

Penyerahan Agunan  

Menunjukkan bahwa tergugat 

telah menyerahkan barang 

jaminan sebagai syarat dari 

akad pembiayaan.  

Legalitas 

Lembaga 

Penggugat 

Akta pendirian 

koperasi dan Surat 

Izin Dinas Koperasi  

Menunjukkan bahwa KSPPS 

BMT Ummat Sejahtera Abadi 

adalah lembaga pembiayaan 

syariah yang sah secara 

hukum.  
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Catatan : 

   Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam 

perkara ini telah memenuhi unsur-unsur pembuktian dalam 

hukum perdata maupun hukum acara peradilan agama. 

Setiap bukti mendukung adanya hubungan hukum, 

wanprestasi, serta dasar untuk mengeksekusi jaminan. 

Bukti-bukti tersebut menjadi dasar penting dalam 

pertimbangan majelis hakim untuk menetapkan  tergugat 

telah lalai memenuhi kewajiban berdasarkan akad yang sah 

dan mengikat.  

   Untuk menunjukkan adanya hubungan hukum 

antara para pihak, Penggugat mengajukan akad pembiayaan 

Qardh bi Syarthi Rahni tertanggal 12 Juli 2023, serta 

riwayat angsuran dari sistem sebagai bukti bahwa Para 

Tergugat telah melakukan wanprestasi. Selain itu, tiga surat 

peringatan yang telah dikirimkan kepada Para Tergugat 

turut diajukan untuk membuktikan bahwa Penggugat telah 

memberikan kesempatan bagi Para Tergugat untuk melunasi 

kewajiban mereka sebelum membawa perkara ini ke 

pengadilan.  

   Dalam hal jaminan, Penggugat menyertakan 

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01542/XZXXXXXXXXX 

atas nama Tergugat II, beserta Surat Persetujuan Penyerahan 

Agunan yang menunjukkan bahwa sertifikat tersebut telah 

diserahkan sebagai jaminan dalam akad pembiayaan. Untuk 
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memperjelas jumlah kerugian yang dialami, Penggugat juga 

melampirkan Surat Keterangan Rincian Kerugian. Selain 

itu, untuk membuktikan legalitas lembaga keuangan yang 

dikelola, Penggugat menyerahkan Akta Pendirian Koperasi 

dan Surat Izin Dinas Koperasi yang menunjukkan bahwa 

KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi adalah lembaga 

keuangan yang sah dan memiliki izin operasional sesuai 

prinsip syariah. 

3. Hasil Putusan Hakim Pengadilan Agama pada Perkara Nomor 

10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr 

 Di era modern saat ini, berbagai tantangan muncul dan 

harus segera diselesaikan agar tidak berkembang menjadi 

permasalahan baru yang semakin kompleks. Seringkali 

ditemukan kasus-kasus yang belum memiliki aturan yang 

jelas, belum diatur dalam peraturan yang ada, atau bahkan 

tidak memiliki dasar hukum sama sekali.57 Meskipun 

demikian, peran hakim sebagai penegak keadilan tetap sangat 

penting dan tidak boleh menolak perkara dengan alasan 

apapun, termasuk ketika tidak terpenuhinya lima jenis alat 

bukti yang dibutuhkan dalam suatu kasus yang diajukan oleh 

penggugat. 

                                                      
57Haifa Laila Asy’fa, ‘Analisis Terhadap Putusan Pengadilan 

Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn Tentang Perkara 

Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah 



70 

 

 

 Hasil dari putusan hakim pada perkara Nomor 

10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr antara Penggugat, yaitu Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT 

Ummat Sejahtera Abadi (USA), dengan Para Tergugat adalah 

sebagai berikut:58 

a. Mengabulkan sebagian dari tuntutan yang diajukan oleh 

Penggugat. 

b. Menyatakan bahwa akad pembiayaan Qardh bi Syarthi 

ar-Rahn dengan nomor XXXXXX dan pemberian 

bisyaroh tertanggal 12 Juli 2023 adalah sah secara hukum 

dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. 

c. Menyatakan bahwa Para Tergugat secara hukum telah 

melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. 

d. Menjatuhkan putusan kepada Para Tergugat untuk 

mengganti kerugian materiil yang timbul akibat tidak 

dibayarkannya kewajiban sesuai akad, yakni berupa sisa 

pembayaran pokok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh 

juta rupiah) dan tunggakan bisyaroh senilai 

Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 

dengan total kerugian sebesar Rp37.500.000,00 (tiga 

puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). 

                                                      
58Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr 
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e. Menyatakan bahwa tanah seluas 258 m² yang terdaftar 

dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 

01542/XZXXXXXXXXX atas nama Tergugat II, yang 

terletak di Desa XZXXXXXXXXX, Kecamatan 

XZXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dengan batas-

batas: 

 Sebelah Utara: Petak 02123 

 Sebelah Timur: Saluran Air 

 Sebelah Selatan: Petak 02119 dan 02115 

 Sebelah Barat: Petak 02117 

adalah sah sebagai jaminan atas akad pembiayaan Qardh 

bi Syarthi ar-Rahn nomor XXXXXX dengan pemberian 

bisyaroh tertanggal 12 Juli 2023. 

f. Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat tidak 

melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud dalam 

angka 4 (empat) dalam waktu 14 hari sejak putusan 

berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka tanah non-

pertanian dengan SHM No. 01542/XZXXXXXXXXX 

atas nama Tergugat II, sebagaimana disebutkan di atas, 

dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil 

penjualan tersebut digunakan untuk membayar seluruh 

kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus. 

Jika masih terdapat kelebihan dari hasil penjualan, maka 

sisanya dikembalikan kepada Para Tergugat.  
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g. Menyatakan bahwa tuntutan Penggugat selain dari yang 

telah dikabulkan dinyatakan tidak dapat diterima. 

h. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya 

perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat 

ini dihitung sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus 

ribu rupiah). 
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BAB  IV 

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS 

PERKARA WANPRESTASI DALAM AKAD QARDH BI SYARTI 

RAHNI PADA PUTUSAN NOMOR 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr 

 

A. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

wanprestasi dalam akad Qarḍ bi syarṭi rahni pada putusan nomor 

10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr 

 Di Indonesia, sengketa ekonomi syariah sering terjadi dalam 

berbagai bentuk perjanjian keuangan berbasis syariah. Salah satu 

bentuk sengketa dalam ekonomi syariah adalah wanprestasi. Jika 

merujuk pada makna wanprestasi dalam kamus hukum kemakmuran, 

istilah ini mengacu pada kelalaian, kealpaan, pelanggaran janji, atau 

ketidaksesuaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati 

dalam suatu perjanjian tertulis. Selain itu, wanprestasi juga dapat 

dipahami sebagai sengketa yang timbul akibat tindakan ingkar janji 

yang dilakukan oleh Debitur maupun Kreditur.59  

 Sengketa ekonomi syariah yang berkaitan dengan wanprestasi 

dalam akad Qarḍ bi Syarthi Rahni merupakan salah satu bentuk 

perselisihan yang sering terjadi di lembaga keuangan syariah. Dalam  

kasus putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr, Pengadilan Agama 

                                                      
59Selviana, S. (2023). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap 

Ketidaksesuaian Barang dalam Platform Jual Beli Online (Doctoral dissertation, 

IAIN Parepare). 
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Jepara menangani sengketa antara KSPPS BMT Ummat Sejahtera 

Abadi sebagai penggugat dan nasabah sebagai tergugat, di mana 

terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan syariah. Hakim 

dalam perkara ini mempertimbangkan berbagai aspek sebelum 

menjatuhkan putusan, dengan mengacu pada prinsip hukum positif 

yang berlaku di Indonesia. 

 Kasus ini bermula ketika tergugat mengajukan pembiayaan ke 

KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi dengan menggunakan akad 

Qarḍh bi Syarthi Rahni. Tergugat memperoleh pinjaman sebesar 

Rp30.000.000,00 dengan jangka waktu 4 bulan serta memiliki 

kewajiban membayar bisyaroh sebesar Rp750.000,00 per bulan 

hingga pelunasan utang pokok. Sebagai jaminan, tergugat 

menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) miliknya kepada 

penggugat. Namun, dalam perjalanannya, tergugat hanya mampu 

membayar sebagian dari bisyaroh dan mengalami kesulitan keuangan 

yang menyebabkan keterlambatan pembayaran hingga jatuh tempo60. 

Akibat wanprestasi tersebut, penggugat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Agama Jepara dan meminta eksekusi terhadap jaminan 

guna menutupi sisa kewajiban finansial tergugat. 

 Dari register perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr, dapat 

penulis simpulkan bahwa berdasarkan terjadinya perkara tersebut, 

                                                      
60Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr 
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penggugat akhirnya mengajukan gugatan sebagai upaya hukum untuk 

memperoleh kepastian terkait haknya dalam perjanjian pembiayaan 

yang telah disepakati.  

 Selain itu, seperti yang telah diketahui, KSPPS BMT Ummat 

Sejahtera Abadi merupakan lembaga keuangan syariah yang 

beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam 

menjalankan prosedur operasionalnya, lembaga ini harus mematuhi 

ketentuan syariah yang mengatur pembiayaan serta menghindari 

praktik yang bertentangan dengan hukum Islam.  

 Dalam sistem keuangan syariah, salah satu prinsip utama yang 

harus dijaga adalah menghindari unsur riba. Riba adalah tambahan 

yang dikenakan dalam transaksi pinjaman yang memberikan 

keuntungan bagi pemberi pinjaman tanpa adanya usaha atau risiko 

yang seimbang. Dalam Islam, riba diharamkan karena dianggap 

sebagai bentuk eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak.  

 Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah, termasuk KSPPS 

BMT, tidak diperbolehkan menerapkan skema yang mengandung 

unsur riba dalam setiap transaksi pembiayaannya, sehingga setiap 

akad yang dilakukan harus tetap berlandaskaan pada prinsip keadilan 

dan kemaslahatan bersama. Adapun larangan diterapkannya unsur 

riba tersebut telah dijelaskan dalam Q.S Luqman ayat 34 : 
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 ُ يعَلْمَُ ماَ فىِ الْارَْحاَمِِۗ ومَاَ تدَْريِْ نفَْسٌ  انِ َّ الل هَٰ عنِدْهَٗ علِمْ ينُزَ لُِ الغْيَثََْۚ وَ َِۚ وَ اعةَ الس َّ
 ٌ ِ ارَْضٍ تمَوُتُِْۗ انِ َّ الل هَٰ علَيِمٌْ خَبيِرْ اذاَ تكَْسِبُ غدَاًِۗ ومَاَ تدَْريِْ نفَْسٌْۢ باِيَ  َم َّ
 
ۖ ۝٣٤ 

 

 “Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari Kiamat, 

menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak 

ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 

dia kerjakan besok. (Begitu pula,) tidak ada seorang pun yang dapat 

mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Mahateliti.” 

 

 Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa sebagai manusia, kita 

tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang akan kita lakukan atau 

apa yang akan terjadi di masa depan, baik esok maupun lusa. Kita juga 

tidak dapat memperkirakan kapan ajal akan menjemput, bagaimana 

kebahagiaan akan menghampiri, ataupun cobaan apa yang akan kita 

hadapi. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk senantiasa bertakwa 

dan mematuhi perintah Allah SWT serta menjauhi segala larangan-

Nya. Dengan demikian, segala amal perbuatan yang kita lakukan 

diharapkan mendapatkan berkah serta ridha dari Allah SWT. 

 Dalam memutus perkara ini, hakim mempertimbangkan beberapa 

aspek hukum, baik dari segi perjanjian yang telah disepakati maupun 

akibat hukum yang ditimbulkan akibat wanprestasi. Pertimbangan 

utama yang digunakan hakim dalam putusan ini didasarkan pada 

prinsip pacta sunt servanda, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 
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KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat 

secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dengan 

demikian, hakim menilai bahwa tergugat telah melanggar akad yang 

telah disepakati, sehingga konsekuensi hukum dari wanprestasi harus 

diberlakukan. 

 Dalam wawancara dengan hakim yang menangani perkara ini, 

beliau menyampaikan: "Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para 

pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam kasus ini, 

tergugat telah menyepakati akad pembiayaan dengan persyaratan 

tertentu. Oleh karena itu, apabila terjadi wanprestasi, konsekuensi 

hukumnya harus ditegakkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku."61 

 Dalam konteks kasus ini, hakim menilai bahwa akad yang telah 

disepakati tetap sah dan mengikat karena telah memenuhi unsur 

kesepakatan, objek yang jelas, dan tidak mengandung unsur paksaan. 

Namun, karena tergugat melakukan wanprestasi, maka konsekuensi 

hukumnya tetap harus ditegakkan. Dalam fiqh muamalah, eksekusi 

jaminan dalam akad rahn diperbolehkan dengan syarat dilakukan 

secara transparan dan tanpa adanya unsur eksploitasi.62 Oleh karena 

itu, hakim dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa tindakan 

                                                      
61H. Sudjati, Hakim Pengadilan Agama Jepara, Jepara, 25 Febuari 2025 
62Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz 4 (Kairo: Dar al-Hadith, 2003), hlm. 

251. 
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eksekusi jaminan merupakan langkah hukum yang sesuai, baik dari 

perspektif hukum positif maupun hukum Islam.  

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan asas itikad baik dalam 

pelaksanaan perjanjian. Dalam hukum perdata, setiap perjanjian harus 

dijalankan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan yang telah 

disepakati. Dalam kasus ini, tergugat telah diberikan beberapa 

peringatan terkait keterlambatan pembayaran, namun tetap tidak 

memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa 

tergugat tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan akad, sehingga 

penggugat berhak untuk mengajukan eksekusi jaminan guna 

menutupi kewajiban finansial tergugat. 

 Dalam perkara ini, salah satu aspek penting yang menjadi 

perhatian adalah eksekusi jaminan dalam akad Qarḍ bi Syarthi Rahni. 

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian, apabila 

tergugat tidak dapat melunasi utangnya hingga jatuh tempo, maka 

jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dapat dieksekusi untuk 

melunasi sisa kewajiban. Hakim dalam putusannya mengacu pada 

Pasal 1155 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa jika debitur tidak 

memenuhi kewajibannya, maka kreditur berhak menjual barang 

jaminan untuk menutupi utang yang belum dibayar. 

 Dalam wawancara, hakim menjelaskan: "Eksekusi jaminan 

merupakan langkah yang sah dalam penyelesaian sengketa 

wanprestasi. Dalam kasus ini, tergugat telah menyetujui penggunaan 
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rahn sebagai agunan. Oleh karena itu, ketika terjadi wanprestasi, 

penggugat memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan sesuai dengan 

kesepakatan dalam akad."63 

 Wanprestasi dalam perkara ini terjadi karena Para Tergugat tidak 

memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman sesuai dengan 

kesepakatan yang telah disepakati dalam akad Qarḍ bi Syarthi Rahni. 

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 

KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi para pihak yang berakad. Oleh karena itu, ketika 

Para Tergugat gagal melaksanakan kewajibannya, hal tersebut 

dikategorikan sebagai wanprestasi yang memberikan hak bagi 

Penggugat untuk menuntut penyelesaian hukum.  

 Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan bahwa 

keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat telah 

memenuhi unsur wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 

KUH Perdata, yang menyatakan bahwa debitur dapat dikatakan 

wanprestasi apabila tidak memenuhi prestasi dalam jangka waktu  

yang telah ditentukan atau lalai dalam memenuhi kewajibannya 

setelah diberikan peringatan.64 

 Dalam perspektif hukum Islam, wanprestasi dalam akad Qarḍ bi 

Syarthi Rahni juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap 

                                                      
63H. Sudjati, Hakim Pengadilan Agama Jepara, Jepara, 25 Febuari 2025 
64KUH Perdata, Pasal 1338 dan Pasal 1243 
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prinsip amanah (al-amanah), di mana seseorang yang berhutang 

berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan 

kesepakatan. Jika debitur tidak melunasi utangnya, maka hukum 

Islam memperbolehkan adanya tindakan penyelesaian, termasuk 

eksekusi jaminan, selama dilakukan dengan adil dan tidak menzalimi 

salah satu pihak.65 

 Namun, dalam eksekusi jaminan, hakim juga mempertimbangkan 

bahwa proses pelaksanaan harus sesuai dengan prosedur hukum yang 

berlaku. Oleh karena itu, penggugat diwajibkan untuk melakukan 

eksekusi melalui mekanisme pelelangan atau penjualan aset yang sah 

secara hukum, agar hasil penjualan dapat digunakan untuk menutupi 

kewajiban tergugat secara adil dan transparan. 

 Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan aspek legalitas 

dan validitas akad yang digunakan dalam pembiayaan. Dalam hukum 

perdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila  memenuhi syarat-

syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 

 Kesepakatan para pihak 

 Kecakapan untuk membuat perjanjian 

 Suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian 

 Sebab yang halal 

                                                      
65Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu, terj. Abdul Hayyie Al-

Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani., hlm. 421. 
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 Dari aspek legalitas ini, hakim menilai bahwa akad QarḍH bi 

Syarthi Rahni telah memenuhi seluruh unsur sahnya perjanjian. Selain 

itu, hakim juga melihat bahwa dalam akad ini tidak terdapat unsur 

paksaan atau ketidakseimbangan hak dan kewajiban, sehingga tetap 

dianggap sah dan mengikat bagi para pihak. 

 Dalam wawancara, hakim juga menyampaikan: "Dalam konteks 

hukum perdata, selama suatu perjanjian memenuhi syarat sahnya 

perjanjian, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum. Akad 

yang digunakan dalam perkara ini dibuat atas dasar kesepakatan 

bersama, sehingga tidak ada alasan untuk membatalkannya."66 

 Keabsahan akad ini juga diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 

92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Rahn, yang menegaskan 

bahwa jaminan dalam akad qardh diperbolehkan selama tidak 

mengandung unsur keuntungan bagi pemberi pinjaman.67 Dalam 

putusan ini, hakim memastikan bahwa jaminan yang diberikan oleh 

Para Tergugat bukan merupakan bentuk eksploitasi, melainkan 

sebagai upaya perlindungan bagi pihak pemberi pembiayaan agar 

dapat memastikan pengembalian dana yang telah disalurkan. Oleh 

karena itu, keputusan hakim dalam perkara ini sejalan dengan prinsip 

                                                      
66H. Sudjati, Hakim Pengadilan Agama Jepara, Jepara, 25 Febuari 2025 
67Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa 

DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Rahn. 
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keadilan dalam hukum Islam dan regulasi keuangan syariah yang 

berlaku. 

 Dengan demikian, hakim menegaskan bahwa dari segi hukum 

positif, akad yang digunakan dalam perkara ini tetap memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat, sehingga setiap pihak harus 

mematuhi konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati.  

 

B. Analisis Hukum Islam terkait perkara Wanprestasi dalam akad 

Qarḍ bi syarṭi ar-rahn pada putusan nomor 

10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr 

 Analisis hukum Islam terhadap kasus wanprestasi dalam akad 

Qarḍ bi syarṭi ar-rahn pada Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr 

memerlukan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep dasar 

dalam hukum Islam terkait pembiayaan dan jaminan. Akad qarḍ 

merupakan perjanjian pinjaman tanpa imbalan yang diberikan oleh 

pemberi pinjaman (muqridh) kepada penerima pinjaman (muqtaridh) 

dengan kewajiban pengembalian yang sama tanpa tambahan. Tujuan 

utama akad ini adalah membantu pihak yang membutuhkan tanpa 

memberatkan dengan beban tambahan. 

 Dalam praktiknya, untuk menjamin keamanan pengembalian 

pinjaman, sering kali akad qarḍ disertai dengan akad rahn (gadai), di 

mana penerima pinjaman menyerahkan barang berharga sebagai 

jaminan kepada pemberi pinjaman. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-
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MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang menyatakan 

bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang 

dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan tertentu. 68 

 Dalam kasus yang dibahas, terjadi wanprestasi atau kelalaian dari 

pihak penerima pinjaman dalam memenuhi kewajiban pengembalian 

sesuai perjanjian. Dalam hukum Islam, wanprestasi semacam ini 

memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk mengeksekusi 

barang jaminan guna menutupi utang yang belum dilunasi. Namun, 

penting untuk memastikan bahwa proses eksekusi tersebut dilakukan 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur 

riba atau ketidakadilan.69 

 Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa tergugat telah 

melakukan wanprestasi dan memberikan hak kepada penggugat untuk 

mengeksekusi jaminan. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, 

diketahui bahwa pengadilan tidak menilai keabsahan akad dalam 

perspektif hukum Islam, melainkan hanya menilai apakah tergugat 

telah melanggar kesepakatan dalam perjanjian yang telah disepakati 

                                                      
68Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa 

DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/IV/2002 tentang Rahn. 
69Rnjana, Abhinaya Rai. Tinjauan Terhadap Penyelesaian Wanprestasi 

Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sertipikat (Studi di BTM 

Pekalongan KC Kajen). 2023 Thesis. Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 



84 

 

 

oleh kedua belah pihak. Hakim menyatakan: "Terkait perkara ini, 

yang kami nilai adalah wanprestasinya, bukan akadnya. Pengadilan 

tidak masuk dalam ranah penilaian apakah akad ini sesuai dengan 

hukum Islam atau tidak."70 

 Pendekatan ini menimbulkan permasalahan dalam sistem 

peradilan ekonomi syariah di Indonesia. Jika suatu akad mengandung 

unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba atau 

gharar, maka seharusnya pengadilan juga mempertimbangkan aspek 

tersebut dalam putusannya. Namun, dalam kasus ini, pengadilan tetap 

menjalankan isi akad tanpa mempertimbangkan apakah akad tersebut 

sesuai dengan syariat Islam. 

 Dalam Islam, akad qardh memiliki sifat sosial dan tidak boleh 

memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman apalagi sudah 

dijanjikan di awal. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 

19/2001, yang menegaskan bahwa akad qardh harus bebas dari 

manfaat tambahan bagi kreditur. Sementara itu, akad rahn 

diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk jaminan, selama tidak 

mengandung unsur eksploitasi. 

 Dalam perkara ini, terdapat klausul dalam akad yang mengatur 

pembayaran bisyaroh sebesar Rp750.000,00 per bulan, yang tetap 

dikenakan meskipun utang pokok belum dilunasi. Keberlanjutan 

bisyaroh setelah jatuh tempo telah diketahui oleh debitur sesuai 

                                                      
70H. Sudjati, Hakim Pengadilan Agama Jepara, Jepara, 25 Febuari 2025 
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dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Namun, dari perspektif 

hukum Islam, masih terdapat perdebatan mengenai keabsahannya.  

Hakim menyatakan "Kalau kita memilih bisyaroh sebenarnya yang 

kita hitung bisyaroh itu sesuai dengan perjanjian saja. Jadi yang 

tertera di akad itu bagaimana? Apakah memang sampai debitur 

melunasi utangnya atau berdasarkan jangka waktu tertentu?"71 

 Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan 

dalam perkara ini kurang mempertimbangkan aspek syariah, karena 

tetap menjalankan isi akad tanpa mengkritisi kemungkinan adanya 

unsur riba dalam pembayaran bisyaroh yang tetap berjalan hingga 

utang lunas. 

 Padahal, dalam literatur fikih kontemporer, para ulama telah 

menegaskan pentingnya menjaga kemurnian akad qardh agar tidak 

tercampur dengan unsur komersial. Beberapa pakar seperti Wahbah 

az-Zuhaili menyarankan agar akad qardh dipisahkan sepenuhnya dari 

akad komersial jika ingin menghindari keraguan syariah (syubhat), 

terutama ketika ada manfaat finansial tambahan yang dinikmati oleh 

pemberi pinjaman. Hal ini ditegaskan untuk mencegah masuknya 

unsur riba terselubung dalam transaksi keuangan syariah. 

 Salah satu poin penting yang terungkap dalam wawancara dengan 

hakim adalah bahwa fatwa DSN-MUI hanya dijadikan sebagai 

                                                      
71H. Sudjati, Hakim Pengadilan Agama Jepara, Jepara, 25 Febuari 2025 



86 

 

 

rujukan sekunder, bukan sebagai dasar hukum utama dalam putusan 

pengadilan. Hakim lebih mengacu pada beberapa regulasi berikut: 

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

 Undang-Undang Perbankan Syariah 

 Peraturan OJK terkait transaksi keuangan syariah 

 Dalam wawancara, hakim menyatakan: "Ya, kan kita ada KHES 

ya, Hukum Ekonomi Syariah, ada Undang-Undang Perbankan. 

Kalau memang di fatwa juga disebutkan ya kita menyebutkan Fatwa 

MUI, tetapi fatwa tidak mengikat secara hukum."72 

 Pendekatan ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana 

fatwa DSN-MUI seharusnya menjadi dasar dalam putusan pengadilan 

agama. Dalam wawancara, hakim menegaskan: "Pada dasarnya 

fatwa MUI itu dikeluarkan berdasarkan permasalahan yang ada dan 

dimintakan fatwa kepada MUI. Namun, jika sudah  ada regulasi resmi 

seperti KHES dan UU Perbankan Syariah, maka pengadilan lebih 

berpegang pada itu."73  

 Pendekatan hakim yang lebih mengutamakan KHES dan 

Undang-Undang Perbankan Syariah dibandingkan fatwa DSN-MUI 

dalam putusan ini menunjukkan adanya potensi celah dalam 

penerapan prinsip ekonomi Islam dalam peradilan agama. Meskipun 

fatwa memang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, peran 

                                                      
72H. Sudjati, Hakim Pengadilan Agama Jepara, Jepara, 25 Febuari 2025 
73H. Sudjati, Hakim Pengadilan Agama Jepara, Jepara, 25 Febuari 2025 
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fatwa dalam memberikan pedoman bagi transaksi ekonomi syariah 

tidak bisa diabaikan begitu saja. Fatwa DSN-MUI disusun oleh para 

ulama dan akademisi untuk menjawab persoalan ekonomi modern 

yang belum memiliki aturan spesifik dalam fikih klasik.  

 Oleh karena itu, seharusnya hakim mempertimbangkan fatwa 

tersebut dalam menilai aspek syariah suatu akad, terutama ketika 

menyangkut prinsip utama dalam ekonomi Islam, seperti larangan 

riba dan gharar. Jika fatwa tidak dijadikan salah satu referensi dalam 

pertimbangan hukum, ada kemungkinan bahwa transaksi yang 

berpotensi bertentangan dengan syariah tetap dianggap sah hanya 

karena telah sesuai dengan regulasi positif yang berlaku.74 

 Selain itu, dalam praktik perbankan syariah, kepatuhan terhadap 

prinsip Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab individu yang 

berakad, tetapi juga menjadi bagian dari regulasi yang harus diawasi 

secara ketat oleh otoritas terkait. Beberapa akad yang telah diterapkan 

dalam perbankan syariah pernah diajukan untuk ditinjau ulang karena 

ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, seperti 

akad murabahah yang dalam praktiknya lebih menyerupai sistem 

bunga dalam perbankan konvensional.  

 Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas 

dalam mengevaluasi kembali suatu akad apabila ditemukan unsur 

                                                      
74Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa 

DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Rahn. 
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yang dapat merugikan salah satu pihak atau menyimpang dari tujuan 

awal syariah. Seharusnya, hakim dalam perkara ini juga 

mempertimbangkan aspek tersebut dan melakukan penilaian lebih 

dalam terhadap substansi akad Qarḍ bi syarṭi ar-rahn yang 

digunakan, terutama terkait dengan kebijakan bisyaroh yang tetap 

berjalan setelah jatuh tempo.75 

 Kurangnya pertimbangan terhadap fatwa DSN-MUI dalam 

putusan ini juga dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jika pengadilan agama lebih 

mengutamakan regulasi formal tanpa mempertimbangkan norma 

fikih yang telah disusun oleh otoritas keuangan syariah, maka akan 

muncul kekhawatiran bahwa putusan yang dihasilkan lebih 

cenderung mengikuti aspek legal formal daripada nilai-nilai keadilan 

dalam Islam. Padahal, tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya 

memastikan bahwa suatu transaksi berjalan sesuai hukum positif,  

tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut adil, tidak merugikan 

salah satu pihak, dan sesuai dengan maqashid syariah.  

 Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif 

dalam penyelesaian sengketa keuangan syariah, yakni dengan tetap 

mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam pertimbangan hukum, 

tidak hanya dalam tataran regulasi tetapi juga dalam substansi akad 

                                                      
75Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik 

(Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 210. 
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yang digunakan.76 Dalam beberapa kasus di perbankan syariah, akad 

yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat diajukan untuk ditinjau 

ulang atau bahkan dibatalkan. Namun, dalam putusan ini, hakim tidak 

mempertimbangkan kemungkinan akad ini mengandung 

ketidaksesuaian dengan syariah. 

 Hal ini berbeda dengan pendekatan yang diambil oleh Pengadilan 

Agama Muara Enim dalam Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME. 

Dalam perkara tersebut, hakim tidak hanya menilai wanprestasi dari 

segi formal perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan apakah 

substansi akad murabahah yang digunakan telah sesuai dengan 

prinsip syariah. Hakim merujuk secara eksplisit kepada Fatwa DSN-

MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan mengevaluasi margin 

keuntungan serta praktik pelaksanaan akad.77 

 Dalam putusan Muara Enim, Majelis Hakim bahkan menolak 

perhitungan bunga terselubung yang dilakukan oleh lembaga 

keuangan dengan alasan bertentangan dengan prinsip murabahah 

yang sebenarnya. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa aspek 

hukum Islam tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar 

diintegrasikan ke dalam pertimbangan hukum. 

 

 

                                                      
76Muhammad, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 

189. 
77Putusan Pengadilan Agama Nomor:  0945/Pdt.G/2014/PA.ME.  
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 Perbandingan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan 

ekonomi syariah, masih ada inkonsistensi dalam penerapan prinsip-

prinsip syariah. Jika pengadilan Jepara hanya menilai kesepakatan 

dan wanprestasi secara positif, maka pengadilan Muara Enim telah 

melangkah lebih jauh dengan mengevaluasi keabsahan akad sesuai 

dengan maqashid syariah. Ini menjadi bahan evaluasi agar ke depan, 

penyelesaian perkara ekonomi syariah bisa lebih substansial dan tidak 

hanya legal-formalistik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah disampaikan, 

penelitian ini menemukan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Jepara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr, diketahui bahwa 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada 

akad Qarḍh bi Syarṭi ar-Rahn telah melalui proses pembuktian 

yang lengkap, baik dari sisi alat bukti maupun pengakuan para 

pihak. Hakim menyatakan Tergugat terbukti wanprestasi karena 

gagal melunasi kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan dan 

memberikan hak kepada Penggugat untuk mengeksekusi barang 

jaminan berupa Sertifikat Hak Milik melalui lelang umum. 

Putusan ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum positif 

yang berlaku, khususnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta mencerminkan 

perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. 

2. Dari sudut pandang hukum Islam, putusan hakim tersebut pada 

dasarnya selaras dengan prinsip keadilan dan penyelesaian 
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3. sengketa yang dianjurkan dalam syariah, yaitu memberikan hak 

kepada pihak yang benar dan menyelesaikan perkara dengan adil. 

Akan tetapi, masih terdapat ruang evaluasi dalam penerapan 

bisyaroh yang tetap dibebankan kepada nasabah meskipun ia 

berada dalam keadaan wanprestasi, karena hal ini dapat 

menimbulkan potensi ketidakadilan dan bertentangan dengan 

semangat tolong-menolong dalam akad qardh. Selain itu, fatwa 

DSN-MUI yang dijadikan acuan belum memiliki kekuatan 

mengikat secara hukum positif, sehingga aplikasinya dalam 

putusan peradilan sangat tergantung pada kebijakan masing-

masing hakim. Oleh karena itu, perlu ada harmonisasi yang lebih 

kuat antara hukum positif dan prinsip hukum syariah agar 

sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan secara adil, 

seimbang, dan berlandaskan maqāṣid al-syarī‘ah. 

 

B. Saran 

 Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian 

terhadap sinkronisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum 

Islam, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kajian 

lanjutan dapat difokuskan pada validitas akad dari sisi fikih muamalah 

serta evaluasi terhadap implementasi maqāṣid al-syarī‘ah dalam praktik 

peradilan. Diharapkan penelitian berikutnya dapat memberikan solusi 
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yang lebih komprehensif dalam membangun sistem hukum ekonomi 

syariah yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Islam. 
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